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ABSTRAK

ANDI HUSNUL KHATIMAH AMIN. 2022. Analisis Nilai Budaya “Malempu na
Mapaccing” dalam Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik (Studi
Kasus Kantor Bappeda Parepare). Skripsl. Jurusan Akuntansi Fahkultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh:
Mira dan Nurhidayah.

Penektian inl merupakan penelitian yang bersifal desknptf kualitatif dengan
tujuan untuk mengetahul konsep budaya Malempu na Mapaccing dan
hubungannya dalam penyusunan - laporan keusngan di Kantor Badan
Parencanaan dan Pengembangan Daerah Kata Parepara. Sampe! ini diambil dari
Kantor Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kota Parepare. Jenis
cata yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kusiitatif yang diperoieh hasi
wawancara, internef searching, dan dokumen terkail dengan masalah yang ditelit.
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, studl pustaka, studi
cokumentasi, dan wifeme! searching. Dalam penelitian ini sumber data yang
digunakan dalam pengumpulan data primer dan dats sekunder. |nstrument
peneltian yang digunakan dalam penelifian ini yaitu peneliti ity sendiri, pedoman
wawancara, dan alal perekam. Berdasarkan hasil peneliian mengenai analisis
nilai budaya Malempu na Mapesceing dalam penyusunan laporan keuangan sektor
publik di Kantor Badan Perencanaan dan Pambangunan Daesrah Kots Parepare
yang telah dibahas darf bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan
penting bahwa aparat Bappeda Kota Parepare dalam melakukan pengelolaan
laporan keuangan lelah sesval dengan aturan yang ditetapkan. Nilai budaya
tersebut sangat fepat untuk diterapkan di seliap Instansl karena dapat
rmembernteng diri dari perilaku penyelewengan.

Kata Kunci: Sektor Publk. Pengelolaan Laporan Keuangan, Milai Budaya
Malampis na Mapaceing
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ABSTRACT

ANDI HUSNUL KHATIMAH AMIN. 2022. Analysis of “Malempu na Mapaccing”
Cultural Values in the Preparation of Public Sector Financial Reports {Case
Study of the Parepare Bappeda Office). Essay. Department of Accounting,
Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah
Makassar. Supervised by: Mira dan Nurhidayah.

This ressarch Is a qualitalive descriptive study with the aim of knowing the concept
of Malempu na Mapaccing culfure and its relationship in the preparation of financial
reports af the Office of the Regional Planning and Development Agency of
Parepare City. This sample was faken from the Office of the Regional Planning
and Developmen! Agenicy of Parepare City. The hpa of dala used in this study is
qualitative data obtained freen miterviews, infernet searching, and documents
relaled to the probiem under study. Data colfection is done by in-depth intenviews,
itarature studies, documentation studies, and infemet searching. In this study the
data sowrces used v the collection of primary data and secondary data. The
reseamh instruments used fn this sfudy were the researchers themselves,
inferview guides, and recording devices. Based on the results of rezesrch on the
analysis of Malempu ne Meapaccing cultural values in the preparation of public
seclor financial reports al the Office of the Regional Planning and Development
Agency of Parepare Gity which has been discussed from the previous chapter, the
authors draw an imporiant conclusion that the Bappeda of Parepare Clly apparatus
in managing financial statements has been in accordance with establishod rulas.
These cultural values are vary appropriale io be applied in every agency because
they can fortify themselves from misbehavior.

Keywords: Public Sector, Financial Report Management, Malompu na Mapaccing
Cultural Values.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya permintaan masyarakal terhadap manajemen tata
pemenniahan yang bak (good govemance) mendorong pemerintah pusat dan
pemerintah daerah untuk melaksanakan tanggung jawsb publik  atau
akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat dijelaskan sebagai beniuk kewajiban
untuk menpelaskan keberhasilan atau kegagalan malaksanakan misl organisasi
dalam mencapai Wjuan dan sasaran melalui media pertanggungjawaban yang
dilaksanakan secara Dberkala. Bentuk pertanggungjawaban dalam
penyelenggaraan pemerintah diatur dalam UU Nomaor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan UU Nomar 32 tentang Pemerintah Daerah, vang disusun
dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk
akuntabilitas pengalelaan sumber daya ekonomi yang dimilliki oleh enfitas.

Bentuk pertanggungiawaban atas pengelolaan keuangan daerah
selama satu lahun berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Pemenntah telah mengeluarkan Peraturan Pemenntah Mo, 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansii Pemerntahan (SAP) Standar Akuntansi
Pemeriniah (SAP)} dapat diartikan sebagal prinsip-prinsip akuntansi yang
ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan, Pemerintah juga harus
meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mangandung informasi
keuangan yang dibutuhkan. Peningkatan tersebut dibutubkan agar dapat
meningkatkan kredibilitas dan memberikan informasi yang lengkap dan sasuai

dengan kebutuhan pengguna sehingga dapat




mancapai trensparansi dan akuntabiiitas pengelolaan keuangan pemerintah
daerah (Mulia, 2019},

Hasil pengembangan dari beberapa peneliian berkaitan dengan
transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan memiliiki penjabaran yang
berbeda-beda. Karim & Mursalim (2018) menjelaskan bahwa variabel
akuntabilitas dan transparansi barpengaruh signifikan positif terhadap kinarja
keuangan pada Pendapatan Daerah Kota Garontalo. Hal ini berarti semakin
baik wujud transparansi maka semakin tnggl tingkat kineda sektor publik.
Berbeda dengan hasil penelitian Redjo (2018) yang menyatakan bahwa tidak
terdapat pengaruh antara transparansi penyusunan laporan keuangan
terhadap kualias laporan keuangan pada pemenntah Kabupaten Timar Tengah
Utara dan terdapat pengaruh hubungan negalif antara transparansi
penyusunan laparan keuangan terhadap kuallitas laporan keuangan.

Penelitian lain jupa membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi
oleh Tahir ef a/ (2021) mendapatkan hasil yang berbeda dengan hasil
panslitian Redjo. Hasil penefitian tesebul mengemukakan bahwa berdasarkan
uji simuhan menunjukkan balwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh
signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa di Kabupaten
Famekasan. Rigian & Sari (2018) juga menjelaskan bahwa akuntabilitas dan
transparansi memiliki pengarsh positif tarhadap variabel kinerja anggaran

Konsep akuntabilitas dan transparansi juga dijadikan sebagai salah satu
tujuan penyelenggaraan dalam sistem tata kelola pemenntahan Kota Parepare.
Hal tersabul dapat diihat dari Rencana Terpadu dan Program Invesias|
Infrastruktur Jangka Menengah Kota Parepare Tahun 2017-2021 (RPI2JM) dan

Visi Misi Kota Parepare. Arah Kebijakan yang hendak dicapai yaitu




menghadirkan tata kekola pemenntahan yang baik dan bersih dengan
pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (smart city) guna
mengnadirkan reformasi birckras| yang transparan dan akuntabel (PPID, 2020).

Arah kebifakan tersebut secara umum jika diukur dengan melihat
capaian prestasi yang telah dirah olsh pemerntah Kota Parepare yaitu
mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian sajak tahun 2015-2017 walaupun
prestasi mi menurun di tahun 2018, namun hal tersebut mampu diperbaiki pada
tahun 2019 Walikats Parepare, HM Taufan Pawe, kemball menernma
penghargaan dari Menterl Keuangan Sri Mulyani alas keberhasilan Pemkot
Parepare menyusun dan menyajikan laporan kevangan tahun 2020 dengan
capaian opini Wajar Tanpa Peagecualian (Nawir, 2021). Pengakuan lerhadap
capaian fersebul tenfunya didasarkan pada kualtas penyelenggara
pemenntahan terutama pada bidang keuangan yang telah dianggap akuntabel.
Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang menjadi kewajiban
pemernntah untuk mempubikasikan kepada masyarakat sebagal salah satu
bentuk keterbukaan publik,

Mengukur Kinerja keuangan daerah tidak hanya didasan cleh
akuntabilitas ‘aporan keuangan, namun lerdapat aspek lain yaitu transpransi
yang menjadi salah satu pilar pokok dalam mengukur tata kelala pamernntahan
Bardasarkan Peraturan Pemerintah Mo, 71 Tahun 2010 tentang SAP
menjeiaskan bahwa transparansi adalah wujud pemberian informasi secara
terbuka oleh pemerintah kepada masyarakat yang memiliki hak akses secara

terbuka dan menyeluruh atas setiap proses pengelolaan keuangan (Rigian &

San, 2018) Kondisi tersebut telah diupayakan oleh pemenntah Kota Parepare

dengan mempublikasikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) melalui media

¢ ]




online dan melalui web Pemkot Parepare, Walaupun keterbukaan tersebut
masih sangat terbatas dan belum mampu mencerminkan transparansi secara
ideal.

Substansi pokok dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah dasrah
dilakukan melalul analisis laporan keuangan yang disusun secara perodik aleh
pemerintah daerah Kota/Kabupaten maupun Provinsi Analisis rasio keuangan
merupakan perbandiangan antara dua angka atau lebih dari elamen laparan
keuangan yang digunakan untuk mengirterpretasi perkembangan kinerja
pemenntah setiap tahunnya, Mendal kinera pengelolaan keuangan pemerintah
tidak dinilal darl |aba/keuntungan sebab pemerintah bukan entitas bisnis,
namun kinena pemerintah diukur dengan analisis rasio kemandian daerah.
Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dan jumiah pendapatan ash daerah
(PAD) juga yang berkaitan dengan sumber-sumber dans lainnya seperii
pinjaman (Farida & Nugraha, 2018}

Kajian yang diuraikan cleh Amin {2019) menjelaskan bahwa terjadinya
beberapa kasus pelanggaran etika dalam pengelolaan akuntansi kKeuangan
membernkan gambaran bahwa unsur-unsur yang menjadi bagian dalam
penyusunan laporan keuangan melakukan penyalahgunaan dalam praktik
akuntansi. Fenomena tersebut terjadi akibat dan kegagalan menanamkan nilai
kajujuran dan etika pada indwidu aparatur pemerintah. Menunit Knack, Les,
dan Affar bahwa budaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
etika individu (Lilitzani et al., 2019). Indonesia memiliki berbagal kebudayaan
salah satunya yakni budaya bugis Malermpu na Mapaccing, merupakan simbaol

kena tidak langsung yang mencarminkan kejupran dan kebersihan hali dalam




melakukan sesuatu. Simbol tersebut dapat dibuktikan ketika sesecrang telah
memegang amanah atau sualu pekerjaan.

Manurut Nareswari (2017) budaya mencerminkan norma, nilai dan
perilaku masyarakat yang menganut budaya tersebut. Selain itu, budaya juga
didefinisikan “way of fife of sociely” atau dapat diartikan cara hidup
masyarakat MNamun, sstiap orang memiliki cara pandang yang berbada
tentang cara memjalani hidup. Oleh karena itu, budaya hadir sebagai aspek
sosial yang bermanfaal menjaga tatanan hidup dan integrtas sumber daya
manusia. Salah salu nilal budsya yang dijunjung tinggl oleh suku Bugis yaitu
Malempu na Mapaccing.

Menurul Emosda (2011) bahwa Malempu atau filosofi kejujuran adalah
karakter yang berari berani mengungkapkan keyakinan pribadi untuk
menunjukkan siapa difinya. Sedangkan menurut Wahyuddin (2012), Mapaceing
atau mambearsitkan adalah niat bak sesacrang ketika melakukan sesuatu, Jadi
filosofi ini saling terkail, Malempu na Mapaccing dibaratkan sebaoai benteng
kehidupan karena mapaccing adalah hasil darl rralernpy (Syaindayani, 2018).
Adanya niat balk ynag bersih dalam etka yang jujur sehingga penyusunan
laporan keuangan daerah dapat dilakukan dengan transparansi dan akuntabel.

Pada konteks pemerintahan, falsafah Mafempu na Mapaceing berardi
jujur, bersih, dan bertanggung jawab pada amanah yang mengacu pada
pemenuhan kebutuhan masyarakat. Falsefah tersebut menggambarkan
kejujuran dan kebersihan hati melalul tindakan yang dilakukannya. Selain itu,
aparat harus melakukan sesagal sesuatu sesuai dengan aturan dan pedoman
yang ielah ditetapkan tanpa melakukan penyelewengan yang berkaitan

dengan profesi mereka. Para pemimpin yang menerapkan falsafah Malempu




na Mapaceng dalam mengelola keuangan akan mampu mengontrol dir agar
tidak melakukan kesalahan yang dapat meruglkan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneiitian ini
bermaksud untuk mengetahui nilai Malempy ne Mapaccing sebagai pondasi
dalam penyusunan laporan keuangan daerah di Kota Parepare untuk
menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparansi ¢an akuntabel.
Adapun judul yang diangkat dalam penelifian ini yaitu Analisis Nilai Budaya
Malempu na Mapaccing dalam Penyusunan Laporan Heuangan Sektor
Publik (Studi Kasus Bappeeda Kota Parepare).

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah

dalam peneliian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana konsep budaya Malempu na Mapaccing dalam penyusunan
|aporan keuangan?

2. Bagaimana hubungan nilal budaya Malempy na Mapaccing dalam
penyusunan lapcran keuangan sektor publik®

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masakah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini

adslah sebagal berkut.

1. Untuk mengatahui konsep budaya Malempu na Mapscong dalam
penyusunan laporan keuangan

<2 Untuk mengetahui hubungan nilai budaya Malempu na Mapaccing dalam
penyusunan laporan keuangan sektor publik

Manfaat Penalitian
Berdasarkan tujuan tersebut, maka penelitian ni diharapkan agar

memberikan manfaat yaitu sebagai berikut.




1.

Manfaat Teoritis

Hasil perselitian mi diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
atau konsep, teor, serta menjadi pedoman dalam ilmu akuntansi khususnya
yang terkait dengan nilal budaya malgmpu na mapaccin datam penyusunan
laporan keuangan sektor publik dalam rangka menekan tingkat korupsi.
Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan agar dapat menyumbangkan
atau memberikan masukan yang berarh bagi Badan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Ko'a Parepare mengenai nilai budaya malempy na mapaceing
dalam penyusunan laporan keuangan dalam rangka menekan ftingkat
korupsi,

Bagi Penelti

Menambah wawasan dan pengetahuan khusunya dalam analisis nilai
budays malemnpy na mapaccing dalam penyusunan laparan keuangan
sektor publik.




BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1.

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Halim (Kristiyani, 2020) akuntans| sekior publik adalah
mekanisme akuntansi swasta yang digunakan dalam praktic lembaga
publik. Akuntansi zektor publik merupakan tanggung jawab instansi dan
sub-sektor pemernintah yang lebib tingai, antara lain: pemerintah daerah,
yayasan, partal politik. dan lembaga nonprofit lainnya, Oleh karena itu,
praktik skuntansi sektor publk sama dengan prakti= akuniansi pada
umumnya, hanya saja terdapat pembatasan fterhadap pemanghu
kepentingan yang merupakan phak pemerintsh dan masyarakat luas.
Sedangkan menurut Arjull | akuntansi sektor publik mencakup mekanisme
teknis dan analisis akuntansi yang berlaku untuk pengelolaan kas di
yayasan sosial, komunitas negara dan sektor pemerintah daerah sepert
BUMN, BLIMD, LSM, dan proyek kemifraan swasta (Arjub &/ al . 2018)

Tujuan akuniansi di sektor publk adalah akuntabilitas dan
manajemen bisnis. Akuntabitas digunakan dalam akuntansi sektor publik
untuk memberikan informasi yang berguna kepada manajer seklor publik
dan dapat digunakan untuk melaporkan tanggung jawab untuk wilayah,
departemen, dan sumber daya di bawah dukungan mereka Selain itu,
tujuan akuntabilitas digunakan untuk melaporkan secara terbuka kegiatan
pemerntah dan penggunaan anggaran publik. Selain itu dapat mambarikan
informasi  yang  benar-benar dibutuhkan  untuk  menjalankan

organisasiforganisasi dengan baik, cepat, efisien dan ekonomis, sera




penggunaan sumber daya anggaran di dalam arganisasilembaga tersebut
(Mardiasma, 2021),
. Laporan Keuangan Sektor Publik
Pelaporan keuangan sekior publik harus memberikan informasi
yang berguna bagi pemangku kepentingan dan pengguna. Akuntan publik
digunakan oleh masyamakat umum, pemenntah, pembuat undang-
undang/egisiator, lembaga audit, invester, ctoritas, dan pengamat Karena
berajamnya pengguna pelaporan keuangan di industr ind, akuntabiktas
dan relevansi dengan keputusan pelaporan keuangan Ini menjadi sangat
penting. Acapun tujuan dan fungsilaporan keuangan sektor publik menurut
Mardiasmo (Sepliana, 2017) adalah sebagal berikut;
3. Kepatuhan dan Pengelolaan (Compliance and Stewarship)
Laporan keuangsan sebagal pemberi jaminan bagi pengguna laporan
keuangan bahwa pengelolaan sumber daya telah diskukan sesusi
dengan kefentuan hukum yang beraku dan sesua dengan peraturan
lain yang telah ditetapkan
b. Akuntabilitas dan FPelaporan Retrospektf (Accountabiity and
Estrospective Reporting)
Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik,
mamaonitor kerja dan evaluasi manajamen sarta pencapalan tujuan yang
telah ditetapkan Laporan keuangan juga memberikan informasl bagi
pihak luar untuk mempearaleh informasi biaya atas barang dan jasa yang
diterima sera menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya

organisasi,
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c. Perencanaan dan Informasi Otontas (Planning and Authonzation
Information)
Laporan keuangan digunakan sebagal dasar perencanaan kebijakan
dan aklivitas dimasa yang akan datang sera memberikan informasi
pendukung terkait otoritas penggunaan dana.

d, Kelangsungan Organisasi { Viability)
Laporan keuangan digunakan untuk menentukan suatu organisasi atas
unit kena dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan)
dimasa yang akan datang.

e. Hubungan Masyarakat (Public Relation)
Memberkan kesempatan untuk mengemukakan pemyataan atas
prestasi yang telah dicapai serta alal komunikasi dengan publik dan
pihak=pthak iain yang berkepentingan.

f.  Sumber Fakls dan Gambaran (Source of Facls and Figures)
Memberikan informesi kepada berbagai kelompok kepentinganyang
ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam,

Berdasarkan pada kerangka konseptual PP No, 71 Tahun 2010
(Rahayu, 2019}, komponen laporan keuangan sekior publik yatu sebagai
benkut
a_ Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menyajikan ikhtisar sumber. alckasi, dan pengeluaran sumber daya
kuangan yang dkelola oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun

pemernntah daserah,
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b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL)
Menyajikan informasi berupa kenaikan atau penununan saldo anggaran
lebih pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca
Menyajikan posisi keuangan suatu entitas pelaporan lentang aset,
kewajiban, dan ekultas pada tanggal tertentu

d. Laporan Operasional (LO)
Menyajikan ikhtiar sumber daya ekonomi yang menamhbah ekuitas dan
penggunaannya yang dikelola oleh pemerntah pusat/daerah untuk
menyelenggarakan pamerintahan dalam satu periade akuntansi,

e, Laporan Perubahan Ekuitas
Menyajikan informasi kas yang berhubungan dengan kegiatan operast,
investasi, pendanaan dan transitoris.

. Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan ates laporan keuangan meliputi penjelasan secara naratf atau
rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran,
laporan perubahan SAL, laporan operasional, neraca. laporan
perubahan ekuitas, dan laporan anus kas.

3. Standar Penyusunan Laporan Keuangan
Standar skuntansi keuangan (SAK) merupakan kesepakatan
bersama yang disusun oleh lembaga yang berwenang terkalt akuntansi
tentang pengukuran, pengakuan, penilaian, pengungkapan sumbser-
sumber ekonomi, kewajiban, modal, hasil, biaya, dan perubahannya
kecalam bentuk laporan keuangan. i Indonesia standar ini disebut Prinsip

Akuntansi Indonesia. sedangkan lembaga yang berwenang dalam
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penyusunan standar akurtansi di Indonesia adalah Ikatan Akuntansi

indoresia (IAl) dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (Rawun &

Tumilaar, 2019). Standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku dan di

terapkan di Indonesia adalah sebagal barikut

a. PSAK-IFRS
Standar ini digunakan uniuk badan atau bisnis yang memiliki
akuntabiitas publik, yaitu badan yang tardaftar atau masih dalam proses
pendaftaran of pasar modal seperti perusahaan publik, asuransi,
perbankan, BUMN, ataupun perusahaan dara pensiun) PSAK sama
dengan SAK yang bertujuan untuk memberkan informasi yang relevan
bagl pengguna laporan keuangan. Sedangkan perggunaan IFRS
sendiri ditentukan karena Indonesia merupakan anggota IFAG
(Intermatinal Federation of Accountants) yang menjadikan IFR.S sebagai
standar akuntansi

b. SAK-ETAP
Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Public
(SAR-ETAP) digunakan untuk enfitas yang akuntabilitas publiknya tidak
signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan vmum bagi
pengguna eksternal. ETAP merupakan hasil penyederhanaan standar
akuntansi IFRS yang meliputl tidak adanya laporan laba‘mugi
komprehensif, penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujuc, dan
properti investas| setelan tanggal perolehan hanya menggunakan harga

perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai

wajar, serta bdak ada pengakuan kabilitas dan asel pajsk tangguhan

-
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karena beban pajak diskui sebesar jumiah pajak menurut ketentuan
pajak.
c. PSAK-Syariah
PSAK-Syariah merupakan pedeman yang dapat digunakan untuk
lembaga-lembaga kebijakan syanah seperti bank syanah, pengadaian
syariah, badan zakat, dan lain sebagainya. Pengembangan standar
akuntansi ini dibuat bardasarkan scuan dari fatwa yang dikeluarkan oleh
MU| (Majefis LIama Indonasia) Standar ini terdiri atas kerangka 25
konsaptual periyusunan dan pengungkapan laparan, standar penyajian
laporan ksuangan, dan standar khusus transeksi syariah seperi
mudharabah, rurabahab, salam, jarah, dan istishna.
d. 3SAP
Standar Akuntansi Pemenntah (SAP) telah ditetapkan sebagai
peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pementah dalam
menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP} dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). SAP dibuat untuk menjadmin
transparansi, parfisipasi, dan akuntabilitas pergelolaan keuangan
negara demi tarwujudnya pemenntahan yang baik dan bersih.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan keuangan daerah sama dengan pengelolaan
keuangan pusat, pemernntah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota
juga telah menyusun rencana dan anggaran untuk pelaksanaan tahun
depan. Peraturan Menter Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011 Revisi
kedua dan Peraturan Menten Dalam Negern Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa
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segala bentuk pendapatan dan pengeluaran keuangan daerah harus
didaftarkan dan didaftar, Dikelola dalam APBD Penerimaan dan
pengeluaran fiskal deerah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan lugas
yang diembannya. Pada saat yang sama, pendapatan dan pengeluaran
keuangan yang terkail dengan pelaksanaan fugas-tugas manajemean
desentralisasi atau kolaboratif idak dicatat dalam APBD (Amru, 2020).

Menumnst Shaferl dan Handayani (2014), mansjemen keuangan
yang baik adalah pengelolaan perolehan dana dan penggunaan dana
tersebut secara efekiif sehingga perusahaan dapai memperoleh
keuntungan dan bertahan di masa yarg akan datang. Lintuk pengeiolaan
keuangan yang sfekiif, Anda dapat menggunakan neraca, laporan laba
rugl, dan laporan arus kas Saldo, atau disebut juga dengan sakdo bersih,
adalah suatu bertuk laporan yang menelaskan nila selurun harta
kekayaan yang kita miliki (sisa harta) dan nitai seluruh kewajiban yang kita
miliki serta jumlah modal sendir (pihak yang bertanggung jawab). Dapat
dilihat dari neraca bahwa sejumlah besar nilai modal disetor talah barhasil
ditambahkan (Syafridayani, 2018).

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 (Rahayu, 2018), cin kualitatif
laporan keuangan adalah ukuran normatf yang harus tercermin dalam
informasi akuntansi untuk mencapal lujuannya Empat karakteristik
bearikul adalah prasyarat normalif yang diperiukan untuk kualitas laporan
keuangan pemerintah yang diharapkan yaitu sebagai berikut
a. Relevan, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan relevan, jika

informasi yang terkandung di dalamnya dapal mempengaruhi

keputusan peangguna memiliki  unfuk  membaniu  merska
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mengevaluasi peristiwa masa lalu atau sekarang dan memprediksi
masa depan,

b. Andal, harus memenuhl kriteria yaitu penvajian jujur, dapat
diverifikasi, dan netralttas.

c. Dapat dibandingkan, laporan keuangan yang digunakan akan lebih
berguna jika dapal dibandingkan dengan laporan keuangan pada
penode sabalumnya.

d Dapat dipahami. informasi datam laporan keuangan harus bisa
dipahami oieh pembaca atau penggunanya.

5. Nilai Budaya Malempu na Mapaceing

Setiap masyarakat memiliki budaya tertentu. Kebudayaan
merupakan baglan dari kehidupan masyarakat yang menopangnya. Nilai-
nilai budaya adalah tngkatan yang paling abstrak. Sistem nilai budaya
terdiri dan ide-ide di hati sebagian besar warga negara, yanq parcaya
bahwa kehidupan hanis sangat berharga, ilulah sebabnya sistem nilai
budaya biasanya menjadi krteda tertinggi dar parilaku manusia. Sistem
perilaku manusia lain yang lebih spesifik, sepert aturan, hukum, dan norma
khusus, juga diatur oleh sistem nilei budaya (Syafridayani, 2018),

Kejujuran dalam bahasa Bugis disebut lempu’. Secara harfiah,
kala lempu’ berarti luus, tidak melengkung Dalam kitab lontara
dijelaskan beberapa kasus yang menunjukkan sikap dan tindakan jujur.
Misalnya, ketika cendekiawan Luwu, Tociung, mendeksti calon Raja
Soppeng, LaManussa’ Tecakkarangeng, untuk meminta nasihatnya. la
mengatakan ada empat perilaku jujur, yaitu (1) Memaafkan orang yang

menyakitimu; (2) Dianggap non-penipuan; dipercayakan dan bertanggung
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jawab; (3) Jangan menginginl hak yang bukan milik Anda; (4)) Tidak
optimis, hanya jika dnikmati sendii, ada baiknya dinikmati bersama
(Bandung, 2020).

Hal itu relevan ketika Raja Bone bertanya kepada Kajaolalddang
sebagai ulama apa standar kejujuran ifu. Kajolaliddeng menjawab bahwa
Anda fidak boleh mengambil tanaman selain tanaman Anda; jangan
mengambil apa pun yang bukan milik stau wansan Anda. jangan
keluarkan kerbau dar kandang yang bukan kerbau Anda, dan jangan
ambil kudanya. itu bukan kudamu, jangan mengambil kayu yang menjadi
sandarannya bukan kamu yang menopangnya. jangan memotong kayu
yang telah dipotong di bagian bawah alasmu yang belum dipolong
(Bandung, 2020).

Mappaccing berasal dari kata pacei, yaitu sejenis Wwumbuhan yang
dipergunakan daunnya untuk pemerah kuku. Perkataan paccing dapat
ditemukan maknanya pada syair Bugis berikut;

e Kuala Sappo = Dua yang kujadikan
pagar Ungarna Panasae =
Bunga/kembang nangka Beic Kanuky =
Hiazan kuku

Jika dilihat secara harfiah, pussi ini tidak memiliki anti panting, jadi
harus memerksa kemungkinan makna yang terkandung di dalamnya
bar= demi baria. Adapun makna dan kata tersebut yaitu sebagai berikut.
a Dua dapal diatikan sebagai pagar. Pagar dianggap sebagai

penghalang, rasa memiliki atau keputusan seorang wali Kabmat

tersebut bermakna “hal yang digunakan untuk menjaga dini".
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b. Linganna panasse berarti buah nangka, disebut dalam bahasa bugis
bunga panasa arfinya sama dengan lempu’. Penekanan di akhir ketika
mengucapkan lempu’ berarti kejujuran,

©. Bello kanuke dimaknai dengan paccing yaltu bersih dan suci.
Berdasarkan pemaparan tersebut maka makna yang ditemukan yaitu
‘dua hal yang dijadikan sebagai pelindung dir, kejujuran dan
kesucian. Jadi kesucian can kejuuran adalah benteng kehidupan
karena kesuclan adalah cahaya bafin yang ditunjukkan dalam
keyujuran atau dalam ati lain bahwa hanys dus orang yang dapat
men@d teman, yaitu orang yang jujur dan orang yang berhati mumni
(Mutmainna, 2017).

6. Hubungan Nilal Budaya Malempu Na Mapaccing dengan Laporan

Keuangan

Menunit Syafridayani (2018) bahwa falsafan Malempy na
Mapaccing berarti jujur dan bersih. Malempu diladikan sebagai benteng
atau pagar dii dan Mapaccing berarti bersih sebagal pagar din agar
terhindar dan perbuatan tercela. Malempu ne Mapaccing dapat
mengantrol diin dalam melakukan penyusunan laporan keuangan.
Sesecrang dapat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dan
memiliki uang. Hali yang suci dan dibarengl dengan kejujuran dalam
penyusunan laporan keuangan sekior publik dapat menghindarkan kita
dar perbuatan tercela yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang
lan. Oleh karena itu, nitai Malempu na Mapaccing sangat sesuai untuk
diaplikasikan dalam setiap instans| pemenntahan, masing-masing individu

dapat mengontrol setiap tindakan yang dilakukan dalam penyusunan



laporan keuangan agar dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas,
transparansi dan akuntabel,

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alifka ef al.,
(2020) menjelaskan bahwa penanaman nilai Mapaccing, Malempu na
Mageiteng dapat mencegah dan meminimalisic kecurangan secara bidak
langsung. Penyusunan laporan keuangan hanus dilakukan dengan baik
dan dapat menghasikan |laperan keuangan yang berkualitas dan dapat
dipertanggungjwabkan. Menurut Rosadi et al,, (2021) juga menjabarkan
bahwa berdasarkan hasil analisis data secara mplisit nilai budaya mamou
menguatkan etapi tdak secara langsung melalul peningkatan kualiias
dari laporan keuangan pemerintah. Namun, hasil penelitian t2rsebut
dijelaskan pula bahwa nilal budaya berpengaruh signifkan terhadap
transparansi

B. Tinjauan Emplris | Penelitian Terdahulu
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A.

BAB
METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Panelitian dangan judul Analisis Nilal Budaya Malempu na Mapaceing
dalam Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik (Studi Kasus Bappeda
Kota Parepare) menggunakan jenis penelitian deskoplif kualitatif Penelitian
desknptif kualitatif marupakan prosedur peneliian yang berdasarkan pada
filsafat postpositivisme digunakan untuk manelifi pada objek yang alamiah.
Penelitan deskriplf kualitatif adalah jenis peneltian vang bertujuan untuk
menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawsb
secara rinci permasalahan yang akan ditelti (Syshza, 2021). Paneliian ini
dilakukan dengan mangggunakan sumber dala pada salah satu instansi
pemerintahan yaitu Kantor Bappeda Kota Parepars.
Lokas| dan Waktu Penalitian

Lokasi yang dijadkan dalam penelitan ni adalah kantor Badan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Parepare yang beralamat di JI
Jenderal Sudirman MNo.80, Cappa Galung, Ke:c Bacukiki Barat. Kota
Parepare, Sulawesi Selatan 81122. Dengan kurun waktu penelitian 2 bulan
(Meai-Juni 2022)
Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam peneltian ini adalah data primer
dan sekunder. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh langsung
dar informan malalui data hasil wawancar sedangkan data sekunder adalah
data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dad barbagal sumber yang

telah ada sepertl buku-buku ataupun dokumen terkait yang relevan.
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D. Informan

Peneiitian inl istilah yang digunakan untuk subjek penelitian adalah
informan, Penentuan informan dilakukan secara purposive dengan memiiki
dua krtena informan yang dianggap memikki pengetahuan yang memadal
terhadap objek penelitian untuk tujuan lerentu. Informan yang dipilih dengan
krtena mempunyai pangalaman dan pangetahuan tentang pengelalaan
keuangan Bappeda. Kriteria informan t2rdin atas:

1) Informan Kunci, yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi
pokok yang diperdukan dalam penelilian a2tau informan yang
mengeiahui sevara mendalam permasalahan yang sedgang diteliti,
Dimana Informan Kunci adalash Kepala Bappeda Kota Parepare.

2) Informan Litama, yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial
yang diteliti Informan utama adalah: Sekedaris Bappeda, Kasubag
Program dan Keuangan, dan Kepala Bidang

Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan penelitian ini membutuhkan dala penelitian, untuk
mengumpulkan data yang diperfukan digunakan dua meiode yaitu metode
prmer dan metode sekunder. Adapun metcde pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1) Wawancara Mendalam
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan  untuk  menemukan
permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin
mengetahui hal-nal dan responden yang kebih mendalam. Dapat pula

dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka




{Face to face) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana
pewawancara beranya langsung tentang sesuafu objex yang dileliti
dan telah dirancang. Wawancara mendalam dilakukan secara
langsung dengan informan secara terpisah di lingkungannya masing-
masing. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap
berkompeten dan mewakil

2) Studi Pustaka
Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan
penelusuran dengan menggunakan referensi dad buku, jumal,
makalah dan perundangundangan fterkait dengan objek penelitian
untuk mendapatkan konsep dan datadata yang relevan dengan
pemmasalahan yang dikaji sebagal penunjang peneltian.

3) Studi Dokumentasi
Studi dokurentasi merupakan pengumpulan data berupa data-data
sekunder yang berupa dokumen-dokumen sosial perusahaan,

4) Internet searching
Intemet searching merupakan peneltian yang dilakukan dengan
mengumpulkan berbagai lambahan referensi yang bersumber dari
imemel guna melengkapi referensi penulis serta digunakan uniuk
menemiukan fakia atau teor berkaitan masalah yang diteliti.

F. Metode Analisis Data
Metode analsis data yang digunakan dalam peneltian ini
menggunakan analisis wacana yang digunakan untuk mengkaji informasi baik

dalam bentuk tulisan maupun lisan Pada peneltian ini analisis data telah
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dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data, Proses analisis

dalam penelitian ini diakukan dengan empal tahap, yaitu sebagai berikut.

1)

&)

Pengumpulan Data (Data Collection)

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi
dicatat dalam catatan lapangan yang terdin dari dua bagian yaitu
deskriptf dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami,
{catatan tertang apa yang dilhat, didengar, disaksikan dan dialami
sendiri oleh penelfi lanpa adanya pendapat dan penafsiran dar
peneliti lerhadap fenomena yang dialami. Catatan refliektif adalah
catatan yang bersi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran penelit
tentang femuan yang diumpai, dan merupakan bahan rencana
pengumpulan data untuk tahap benkutnya

Reduksi Data (Data Reduction)

Dibuat reduksi data, guna memilih data yvang relevan dan bermakna,
memfokuskan datz yang mengarah uniuk memecabkan masalah,
pENEMUAn, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian
Kemudian menyederhanakan dan menyusun sacara sistematis dan
menjabarkan hal-hal penting tenfang hasil temuan dan maknanya.
Hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan
permasalahan penalifian saja yang direduksi. Sedangkan data yang
tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang.

Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar,
grafik dan tabel. Peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi

baik secara keseluruhan atau bagian-bagian terfentu dan hasil




penelitan, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik
untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut




BAB W

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Gambaran Umum Bappeda Kota Parepare

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat BAPPEDA,
adalah lembaga teknis daerah dibidang peneltian dan perencanaan
pembangunan daerah yang dipimpin aleh seorang kepala badan yang
berada dibawah dan bertanggung jawah kepada
GubemurBupati\Valikota melalui Sekreteris Daersh. Perencanaan
pembangunan dicetuskan pada awal tahun Repelita |, yaitu diterbitkannya
Surat keputusan Wallkota madya tertanggal 28 Oklobar 1971 nomor 88
tahun 1871, dengan nama Badan Perencanaan Pembangunan (BPP).

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Dasrah Kote Parepare sebelumnya diatur dalam Peraturan Walikota
Farepare Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badsn Perencanaan
Pembangunan Daearah. Parwako ini merupekan penjabaran lebih lanjut
dar Peraturan Daerah Kota Parepare Momor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkal Daersh Kota Parepare. Dalam
struktur organisas:, Bappeda Kota Parepare dipimpin oleh seorang Kepala
Bappeda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
Parepare melakui Sekretaris Daerah Koia Parepare, dengan tugas pokok

dan fungsi.
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a. Tugas Pokok
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
b. Fungsi
Dalam menyelenggarakan lugas pokok tersebui, Bappeda Kota
Parepare mempunyai fungsi;
1) Perumusan kebijakan ieknis perencanaan
2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan,
penelittan dan pangembangan.
3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan daszrah
4) pelaksanaan lugas lain yang diberikan walikota sesuai tugas pokok
dan fungsi.
c. Rincian Tugas
Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai
barikut:
1) Membuat rencana kegiatan/program kerja badan
2) Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan serta
mengendalikan tugas bawahan
3 Member petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada
bawahan
4) Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan dan
pengandalian pambangunan daarah
§) Mengkoordinasikan penyusunan rancangan program

pembangunan tahunan daasrah
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8) Mengkoordinasikan dan  mempersiapkan  pelaksansan
musrembrang

7) Menyusun REKPD, RPJMD, RPJP dan RTRW

8) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan perencanaan
pembangunan dengan instansi terkait, termasuk |lembaga-
lembaga non pemerintah

8} Melaksanakan pemantauan program dan atau kegiatan untuk
SKPD meliputi analisis percapaian kinerfa, pencapaian biaya dan
kendaia yang dinadapi

10) Melaksanakan pengendalian meliputi pemantauan, supervisi dan
tindak larjut penyimpangan terhadap pencapzian tujuan dan
sasaran, agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan
pembangunan daarah

11) Melaksanakan program dan kegiatan teknis yang sifatnya iintas
sektor di bidang perencanaan sumber dayz manusia dan sosial
budaya, perencanaan prasarana wilayah dan ekonomi, penelitian
dan pengembangan

12) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
pengambilan kebijakan

13) Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang perencanaan
pembangunan dan pengembangan daerah

14) Menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)

19) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
dan pertimbangan kepada Wallkota.
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2. Struktur Organisasi

Secara lengkap Struktur Organisasi Bappeda Kota Parepare dapat

dilihat pada bagan berikut:

Gambar 4,1 Strukiur Organisasi Bappeds
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B Pasmnc mnasn Pl @i B maa e 5
I OB dan Bosiel i Prasarana Wilsyah B
fargembangan
| Budaya q dan Bk onoenl
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*|  dan Aparatur T whileysh dan SDA ka dmn Evalisnal
Program

Sumber; Laporan Kinerja Instansi Pemarintahan (LKIP)
Bappeda Kota Parepare Tahun 2021
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Adapun fugas pokok dan fungsi dar masing-masing struktur

organisasi Bappeda adalah sabagai berikut.

a, Kepala Bappeda
Fepala Bappeda mempunyai ftugas membaniu Walkota dalam
melaksanakan urusan pemenntahan  dibidang perencanaan
pembangunan daerah dan penelifian pengambangan atas asas
otenomi . dan tugas pembantuan pengkoordinasian dibidang: (1)
perumusan kahijakan teknis perencanaan, pembangunan dan litbang;
(2) Perercanaan perckonomian; (3) Perencanaan insfratruktur dan
kewilavahan, (4) Perencanaan sosial, budaya dan pemearnntahan; (5)
Penyliapan dan penyusunan KUA dan PPAS serta KUPA dan PPAS-
P (6) Penyiapan dan penyusunan RPJP, RPJM, RKPD; (7)
Penyusunan RTRW dan RODTRK, (B8) Pemmusan kebiakan,
kerjasama, pemalinaraan hasil, penyiapan bahan dalam rangka
publikasi dalam hal penelittan dan pengembangan; {3) Pelaksanaan
pengukuran IPM; {10) Kerjasama perencanaan pembangunan antara
daerah dengan swasla baik dalam dan luar nagen; (11) Pelaksanaan
monev pelaksanaan perencanaan pembangunan; (12) Penyusunan
Renstra dan Renja, (13) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana
pelanggaran dibidang perencanaan pembangunan daerah, (14) dan
lain sebagainya.

b Sekretaris
Sekratans mempurnyal tugas melaksanakan sabahagian tugas Kepala
Bappeda meliputi pembinaan, ketatalaksaan hukim,

kerumahtanggaan, humas, perlengkapan, kepagawaian, manghimpun
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data stafidiik. perumusan rencana dan program keuangan dalam
pembinaan pelayanan teknis dan adminisfrasi kepada Kepala
Bappeda dan semua unsur di lingkungan Bappeda, dengan fungsi
pengkoordinasian: (1) Kegiatan Bappeda; (2) Penyusunan rencana,
program dan anggaran, (3) Penyusunan kerangka regulasi dan
perencanaan pambangunan; (4) Penyusunan Rensira dan Renja
Bappeda; (5) Penyusunan RKA. DPA, dan DPPA; (8) Penyusunan
anggaran keuangan, administrasi Kauangan, dan
pertanggurgjawaban serta laporan keuangan, (7) Penyusunan
perjanpan  kineja penyusunan daftar unt kepangkatan, (B)
Pelakzanaan dan pembinaan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan,
utusan rimah tanggga, kearsipan, dokumentasi  kehumasan,
keprolokolan, dan kepustakaan, (30 Penyiapan analisa kebuluhan
pengadaan administrasi dan inventarisasi barang perlengkapan serta
melakukan perawatan dan pemebharaan; (10) Pelaksanaan koordinasi
RPJP, RPUM, RKPD, KUA, dan PPAS, KUPA, dan PPAS-P.

. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawalan

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian memiliki
tugas yallu administrasi, tala usaha, kepagawaian. kerumahtanggaan,
administrasi penalanan dinas pegawai, mensliti korsep surat dan
menyesuaixan dengan tata naskah yang berlaku, penyusunan DUK,
peEnyusunan  rencana kebutuhan pegawal sesuai formasi,
pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan dan

pelaksanaan SPP dan SOP, dan menginveniansas aset pamenntah

33




d. Kepala Sub Bagian Program dan Ksuangan

Kasubag program dan  keuvangan memiliki  tugas  yaitu (1)
Melaksanakan pengusulan, peryusunan, perumusan,
penginveniarisasian program tahunan untuk dibahas dalam rencana
pambangunan daerah; (2) Penyusunan laporan kinera perangkat
daerah; (3) Penyusunan Ransira dan Renja SKPD, PK, RPJP, RPJM,
REPD, KUA & PPAS KUPA & PPAS-P, DPA, DPPA! (3) Adminiztrasi
kauangan melipuli penyusunan, pembukuan pertanggungjawaban
serta laporan keuangan, {4) Penyiapan dan pengelolaan adminstras:
keuangan; (5) Pelaksanaan DPA& dan DPPA; (6) Menyiapkan usulan
SPP untuk diproses; (7) Menyusun laporan keuangan, (B) Menyusun
laporan bulapan; (9) Varifikasi SPJ Keuangan: (10) Mengumpulkan
dan mengelah data dalam rangka penyiapan bahan pemerixsaan dan
tindak lanjut hasil pameariksaan.

. Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Marnusia dan Sosial

Budaya

Kepala bidang perencanaan SOM dan sosial budaya memiliki tugas
dan fungsi yaitu: (1) Penyusunan rencana kerja bidang sosial. budaya,
dan pemerintah; (2) Penyusunan dala perencanaan, perumusan
kebijakan teknis serta evaluasi kebijakan teknis perencanaan
pembangunan bidang pendidkan, kesehatan, ketentraman, dan
ketertiban umum sarta pedindungan masyrakat, sosial, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, administrasl penduduk dan
pencatatan sipll, pamberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk

dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan



dan olahraga, kebudaysan, perpusiakaan, kearsipan, keagamaan,
1 hukum dan pemerintahan; (3) Perumusan usulan program kegiatan
pembangunan bidang sosial, budaya dan pemernntahan, (4)
Felaksanaan koordinasikerjasama dan kemitraan dengan unit

kerjalnsiansi' lembaga atau pihak ketiga bidang sosial, budaya dan

pemeriniahan

f. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia
Kasubag SDM memiliki tugas yaitu: (1) Penyusunan rencana kerja sub
bidang SOM; {(2) Fenyiapan bahan untuk penyusunan data,
perumuzan  kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian

pembangunan, evaluasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan,
perumusan usulan program dan kegiatan pembangunan, penyiapan
bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan kemitraan dengan unit
kerjafinstansile mbaga.
g Kepala Sub Bidang Sosial Budaya

Kasubag sosial budaya memilki tugas yailu. Penyusunan data
perindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan
perindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
pengendalian penduduk dan keluarga barencana, komunikasi dan

infoamatika. |

h. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Kasubag pemerintahan dan aparatur memiliki tugas yaitu (1)
|l Fenyusunan rencana kerja sub bidang pemerintahan; (2} Penyiapan
bahan untuk penyusunan data, perumusan kKebjjakan leknis

perencanaan dan pengendalian, perumusan usulan program dan
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kegiatan pembangunan, penylapan bahan uniuk pelaksanaan
koordinasi dan kemitraan dengan unit kerfafinstansilembaga atau
pinak ketiga bidang pemberdayaan masyarakal, keagamaan, hukum,
dan pemennfahan; (3) Penyiapan bahan untuk palaksanaan fasilitas
bimbingan, supervisi dan konsultasi kefjasama pembangunan antar
kecamatan dibidang pemerinfahan; (4] Pelaksanaan koordinasi
perencanaan pembanguran sub bidang pemerintahan dengan sub

unit kerja lain diingkungan badan

. Kepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Ekonomi

Kasubag perencanaan prasarana wilayah dan ekonomi memiliki tugas
dan fungsi yaitu: (1) Pengkoordinasian calam pernyusunan rencana
pambangunan dibidang dibidang perumahan, pemukiman, dan
keciptakaryaan; (2} Penyusunan rencana pembangunan dibidang
insfrastrukiur kawilayah: (3) Pengkoordinasian dalam penyusunan
rencana pembangunan dibidang lingkungan hidup, tata ruang, dan
pertanahan

Kepala Sub Bidang nfrastrukiur Perkotaan

Kasubag insfrastruktur memilik tugas dan  fungsl yaitu. (1)
Pengumpulan, pengolahan data dan perumusan kebjakan teknis
hidang pengembangan insfrastruktur kebinamargaan, sumber daya
air, parhubungan, kawasab strategis, proritas. cepat tumbuh dan
andalan, (2) Pemberian konsultasi dan bimbingan keserasian
pengembantigan bidang pengembangan insfrastrukiur
kebinamargaan, sumbar daya air, parhubungan, kawasan strategis;

pricritas. cepal tumbuh dan andalan; (3) Fasilitasi dan koordinasi
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bidang pengembangan insfrastruktur  bidang pengembangan
insfrastrukiur  kebinamargaan, sumber daya air, perhubungan,
kawasan stralegis; prioritas, cepat tumbuh dan andalan; (4) Penyiapan
pahan koordinas! perencanaan dan pelaksanasn pembangunan
bidang pengembangan insfrastrukiur kebinamargaan, sumber daya
air, perhubungan, kawasan strategis; prontas, cepat tumbuh dan
andalan dalam rangks pemernksaan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan

Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan

Kasubag ekonomi dan keuangan memiliki tugas dan fungsi yatiu: (1)
Pengumpulan dan pengotahan data dalam rangka perencanaan dan
pelaksanaan program di perencanaan perekonomian, (2) Panyusunan
perencanaan dan pelaksansan program di | perencanaan
perakonamian; (3) Pelaksanaan bimbingan, supernyisi dan koordinasi
pengeloizan pembangunan ekonomi; {(4) Pelaksanaan konsullasi
perencanaan pembangunan ekonomi; (5) Perencanaan ieknis
kerasama pembangunan ekonomi anmtar daarah, antara daerah
dengan swasta dalam dan luar neger.

Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam
Kasubag pengembangan wilayah dan SDA memiliki tugas dan fungsi
yaitu: (1) Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan
daerah dan rencana perangkat daerah; (2) Penyiapan bahan
pengendalan dan avaluasi terhadap pembangunan daerah dan
perangkat daerah; (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, (4)

Pengelolaan data dan informasi pembangunan sekloral sebagai bahan
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penyusunan rencana. pengendalan dan evaluasi pembangunan
daerah; (3) pengintegrasian, hamonisasi dan strategl kegiatan
perangkat daerah, provinsi, kemetenan/lembaga. unsur masyarakat,
akademi dan swasta, (6] Pembinaan teknis perencanaan,
pengendalian, dan evaluasl pembangunan daerah.

Kepala Bidang Penelifian dan Pengembangan

Kasubag penelitian dan pengembangan memiliki tugas dan fungsi
yaitu: (1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang litbang.
(2) Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan leknis kitang,
koordinasi penyusunan perencanaan pelsksanaan program dibidang
ltang, pengembangan hasil penelitian, dalam rangka perencanaan
daerah; (3) Melaksarakan panelifian dan pengembangan kajian dalam
rangka  perencanaan  pembangunan  dibidang  keuangan,
pemberdayaan masyarakat, kesatuan bangsa  politik  dan
perindungan masyarakat, (4) Melaksanaksr pembinaan dan
pengkoordinasian kegiatan peneliian dan pengembangan pada
perangkat daerah, (5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan
instansi kegiatan litbang. (6] Panyiapan bahan dslam rangka

pemeriksaan dan findak lanjut hasil pemerksaan,

. Kepala Sub Bidang Riset Peambangunan Dasrah

Kasubag nse! pembangunan daerah memiliki tugas dan fungsi yaitu:
panyusunan dokumen rencana pembangunan  daerah, dan
merumuskan bahan rencana pendanaan pengembangunan, (Z)
Pengintegrasian, harmonisas: dan sinergilas kegwatan perangkat
daerah, provinsi, kementerianlembaga, unsur masyarakat, akademisi
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dan swasta; (3) pelaksanaan pengendalisn dan evaluasi
pembangunan daerah, pengendalian, dan evaluasi perangkat daerah
serta pangendalian dan evaluasi pendanaan; (4) Penyajian data dan
infarmasi perencanaan pembangunan daerah.

. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknalogi

Kasubag inovasi dan teknologi memiliki tugas dan fungsi yaitu: (1)
Menyiapkan bahan panyusunan kebijgkan teknis, program dan
anggaran pensiinan dan pengembangan serta fazilitasi dan penerapan
dibidang inovasi teknologi; (2) Menyiapkan bahan rancangan
kebijakan terkadt jenis, prosedur, dan melode penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang bersifat inovatif, (3) Menyiapkan bahan
palaksanaan pensfiian dan pengembangan yang inovatif dan
bereknologl; (4) Menyiapakan bahan pemantausn, evaluasi dan
pelaporan pefaksanaan penelitian dan pengembangan seria fasilitasi
dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi, (5) Penyusunan DPA
dan DPPA.

- Kepala Sub Bidang Data, Pengembangan, dan Evaluasi Program
Kasubag data, pengembangan, dan evaluasi memiliki tugas dan fungsi
yaitu: (1) Menghimpun bahan kajian teknik sistem evaluasi
pambangunan daerah sesuai kebutuhan; (2) Penyiapan bahan
pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalan dan
pelaporan kegiatan terhadap pengendalan, perumusan kebiakan
perencanaan dan evaluasi lerhadap hasll rencana pembangunan, (3)
Pelaksanaan pengendalian melalu pemantavan, supervisi dan tndak

lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan; (4) Pelaksanaan
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avaluasi dan pelapeoran terhadap tugas dan fungsi perencanaan
pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk
menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah; (5)
Menghimpun data hasl evalvasi pembangunan daerah sesuai
program/kegiatan sebagal bahan peneltian; (8) Menyajikan dan
mengamankan - dala informasl  pembangunan  daerah;  (7)
Menindaklanjuti laperan hasi evalussi secara berjenjang sebagai
bahan penyusunan program lanjutan tingkat kab/kota dan provinsi; (B)
Mengelola data pembangunan daerah sesusi jenisnya sebagai bahan
penyUsUnTan rencana pemoangunan daerah,
| Dalam menjaiankan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA Kota
Parepare pada tahun 2021 didukung oleh sumberdaya aparatur yang
profesional dan terd'stribusi pada sekretariat dan bidang-bidang. Komposisi
aparatur Bappeda dapat dilihat pada tabel dibawsh ini.

Tabel. 4.1 Jumiah Aparatur berdasarkan pendidikan, pangkat, dan eselon Per

| : 31 Desember Tahun 2021
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Pendidikan Panghat Esaton

L | P | Janjang ;""“""'] L

Pengatur o ol o

P11 18 ¥lmn
1

Jumiah {
Total 62 |23 | 29 | s2 25 27 52 | 23

Sumber. Laporan Kinerja Instansi Pemerintatian (LKjIP)
Bappeda Kota Parepare Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.1, Ungkat pendidikan aparatur Bappeda Kota
Parepare cukup tinagl yang didominasl oleh Pegawai yang berpendidixan
Strata 1 yang mencapal 55,77%. Namun penempatan aparatur sesuai
dengan latar belakang pendidikannya. Hal ini menuntut setisp aparatur
bersikap profesional dan selalu berupaya mengembangkan kapasitas yang
dimiliki agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam
memberiken pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Masalah lain yeng dihadapi adalah tidak adanya tenaga fungsional
perencana sehingga peryusunan dokumen perencanaan dilakukan oieh
tenaga struktiural. Kebutuhan terhadap tenaga fungsional perencana
sangat diperlukan agar dokurmen perencanaan yang dihasilkan dapat lebih
berkualitas.

3. Visi dan Misi
a. Visi
Terwujudnya institusl terparcaya yang visioner, partisipatif, profesional
dan akuntabel.
b. Misi
1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur perencana;

2} Mengembangkan sarana dan prasarana perencanaan;
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3) Meningkatkan kualitas perencana;

4} Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses pEfencanaan
pembangunan;

5) Tujuan dan sarana jangka menengah

4, Tujuan dan Sasaran

a, Tujuan

1) Tenwujudnya sumber daya manusia yang cukup, berkualitas dan
berkinarna oplimal.

2) Terwujudnya rencana pembangunan yang tepat sasaran dan
responsil,

3) Terwujudnya program dan kegiatan pembangunan yang tepat
sasaran dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan berbasis
teknologi informasi.

4} Teraksananya pengembangan dan fasilitasi statistik dasrah serta
penelitian yang implementatif dan inovatif.

b. Basaran
1) Sasaran dar tujuan pertama adalah tercukupinya jumiah dan
sebaran SDM sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban
kera yang baik, meningkatnya kualitas aparatur yang berwawasan
global yang handal, dan meningkatkan pencapaian kinera
Bappeda,
2) Sasaran dari tujuan kedua adalah meningkatnya kualitas dokumen

perencanaan yang dapat diukur dar peningkatan persentase

usulan masyarakat yang berkualitas untuk diakemodasi di dalam

APBC dan tingkat kesesuaian antara indikater RPJPD, RPJMD, dan




APBD.

3) Sazaran dari tujuan ketiga adalah meningkalnya kesesuaian
program dan kegiatan pembangunan deerah dan meningkatnya
kualitas pelaporan pelaksanaan pembangunan tahunan daerah.

4) Sasaran dari tjuan keempat adalah meningkatnya kualitas
pengelolaan data statistik sesuai dengan kebutuhan daerah dan
terbangunnya jejaring kerjasama pelaku inovasi daerah.

5. Arah Kebijakan Keuangan Bappeda

Undang-Undang Namor 28 Tahun 1889 tertang Penyelenggaraan
Negara ysng Bersih dan Bebas dar Korupsl, Kolusi dan MNepostime
menyebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggarasn negara
adalah asas akuntabiltas. Untuk mewujudkan akuniabilitas dalam
penyelenggaraan  pemerntahan negara maka pemerintah  telah
mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1932 tentang
skuntabilitas Kinena Instansi Pemarintah yang mewajibkan seliap instansi
mulai dari peabat eselon | ke atas uniuk mampeartanggungjawabkan
pelaksanaan fugas pokok dan fungsinya sera kewenangan penjelasan
pengalokasian sumber daya dan kehijakan yang dipercayakan kepadanya
berdasarkan pensiapan kinerja yang lelah diletapkan dan dirumuskan
sebelumnya. Mentern Negara Pendayagunaan Aparatur Megara telah
mengeluarkan Surat Edaran Nomor SEQ1MPANMZ/2004 tentang
padoman penyusunan penetapan Kinerja,

MNamun demikian, agar laporan peranggungjawaban pemerintah
lehih sistematis dan akuntabel dalam menyampaikan capaian kinera dan
sefiap instansi/SKPD, maka ditetspkan pedoman fterbaru melalui
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi
Birokrasi Momor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Keputuzan Menpan tersebut dimaksudkan sebagai
acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Kinena
Instansi Pemenntah (LKjIP) dan Peganjian Kinerja sehbagai wujud
akuntabiltas instans! pemerntah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) memspakan media perdanggungjawaban yang berisi informasi
mengenal kinegja instansi pemerntah dan bermanfaat urtuk mendarang
instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemenntahan
dan membangun secara baik dan benar (Good Governance).

Hal terssbut didasarkan pada peraturan perundang-undangan
yang beraku, kebijakan yang ftransparan. terukur dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakal, menjadikan  instansi
pemerintah yang akuntabel sehinpga dapat beroperasi secara efekif,
efisiean dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya,
menjadikan masukan dan umpan balik bagi  pihak-pihak  yang
berkapantingan dalam rangka meningkatkan kinera instansi pamerinfah,
serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pememitah LEjIP
Bappeda Kota Parepare Tahun 2021 disusun uniuk memenuhi maksud
penyelenggaraan pemenntahan yang bak, dengan memperanggung
jawabkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
dalam kurun waktu satu tahun,

Bentuk transparansi terhadap kinerja Bappeda Kota Farepare

aepanjang tahun 2021 dan rencana pelaksanaan program dan kegiatan
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tahun 2022 serta komitmen yang kuat terhadap kebebasan uniuk
mendaspatkan informasi publik maka LK|IP Bappeda Kota Parepans
Tahun 2021, Pengukuran Kinarja Tahun 2021, Perjanjian Kinerja Tahun
2022 dan Rencana Aksi Bappeda Kota Parepare Tahun 2022 dapat
diakses seluruh stakeholders perencanaan pembangunan daerah melalui
Websile Bappeda dengan alamat www. bhappeda-pareparskols go id

Berdasarkan hal tersebut diperoleh data dan informasi dalam
pencapaian laporan keuangan Kota Parepare berupa opini dar badan
pemeriksa keuangan, Pencapaian keuangan dasrah juga dapat difihat
dari laporan realizasi anggaran (LRA), yang berisikan pencapaian target
keuangan dan sumber pendapatan, belania dan juga pembiayaan
pamerintah. Opini Badan Pamenksa Keuangan (BPK) merupakan salah
satu target utama yang harus direalisasikan oleh setiap daerah, karena
opini tersebut menjadi capaian sefiap baik dalam hal keuangan, kinerja

maupun pertangaungjawaban,

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)
1. Konsep budaya Malempy na Mapaccing dalam penyusunan laporan

keuangan,

Arah pengelolaan keuangan yang berlandaskan asas transparan
dan akuntabel menjad hal imperatif ketika diterapkan dan dilaksanakan
saat pengelolaan keuangan oleh sebab Au pengelolaan keuangan yang
baik harus menjadi tercbosan yang berdiri tegak. Pengelolaan keuangan di
pemerntahan juga harus diterapkan sesuai dengan aturan yang ada.
Mengelcla keuangan sesual dengan asas Good Governance merupakan

tanda bahwa instansi tersebut telah melaksanakan pengelolaan keuangan
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gesual dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Hasil
wawancara dengan Bapak Syafriadi selaku bendahara bappeda,
mengatakan bahwa:

‘Laporan keuangan sudah diletapkan aturannya oleh pemernniah
Kota Parepare dan f#u sudah dilaksanakan dan menurut saya itu
sudah cukup bagus_ Apabila kita tetap berpedoman kepada aturan
yang berlaku dan tidak melakukan penyelewengan sesuai undang-
undang dan aturan yang dibuat kalau itu sudah dipegang insya
Allah tidak ada temuan®. (Hasil wawancara pada fanggal 16 Mes
2022},

Hal tersebut sejalan dengan pemyataan yang diungkapkan oleh
Bapak Irsan selaku verifikator bappeda:
“Kita harue menglkuti pedaman yang dikeluarkan oleh pamerintah

dan hamns ietap berkoordinasi dengan pimpinan yatu kepala
Bappeda®. (Hasil wawancara pada tanggal 17 Mei 2022

Sedangkan Bapak |Irwan selaku staf keuangan bappeda
mengungkapkan bahwa:

“Kita harus mengikuli aturan yang talsh ditetapkan, uang yang kam

punakan adalah amanah yang diberikan jadi harus digunakan dan

dipertanggungjewabkan  dengan  sejujur-jujurnya.  terdebib

Inspekicrat Kota Parepare sel@lu melaksanakan pemeriksaan

setiap buian di semua SKPD’. (Hasil wawancara pada tanggal 19

Mei 2022)

Berdasarkan penjelasan dan hasil wawancara tersebul dapat
diketahui bahwa dalam mengelola keuangan adalah amanah yang
diberikan kepada aparal bappeda yang harus digunakan dan
dipertanggungiawabkan dengan sebaik mungkin. Aparat bappeda telah

berusaha mengelola keuangan sesuai dengan aturan atau padoman yang

telah ditetapkan,

Alur pengelolaan keuangan di Bappeda dimulai dan parencanaan,
pelaksanaan, pelaporan (verifikasi), dan pertanggung jawaban. Setiap

tahapan tersbut dilakukan oleh aparat yang berbada Tahapan pertama
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yang dilakukan yaitu perencanaan dan penganggaran keuangan. Beriout
ini hasil wawancara dengan Bapak Syarifullah selaku Kepala Sub Bagian
Frogram dan Kauangan:

“Khusus parencanaan iu diatur dalam Pemda 86 Tahun 2017, jad
tahapannya itu kita mulai dengan RKPD, penyusunan anggaran
awal RKPD itu paralel dengan SEPD juga menyusun rancangan
awal RKPD, setelah ftu ditetapkan mi rancangan REPD setelah itu
ada nanti rancangan akhir RKPD, berbarangan dengan itu SKPD
juga menyusun rancangan akhir renja SKPD saelelah itu RKPD di
sahkan melalui pertemuan walikota, renja RKPD juga di sahkan
malalui surat keputusan wallkota, satelah itu tahan anggaran masuk
jadi RKPD itu penyusunan kebjakan umum anggaran APBD, itu
dizusun secara paralel, nanti akan diadakan diskusi dengan SKPD,
kemudian setelah iancangannya jadi maka dibawa ke DPRD untuk
dibahaz: bersama kalau disetujui maka dilanda tanganilah nota
kesepakatan antara DPRD dengan eksekutif terkait dengan
kebyakan umum anggaran, kalau itu sudah jadi maka dilanjutkan ke
rancangan APBD, dioahas lagl di DPRD, disusun REAK nya DPA nya
setelah itu kalau disetujui lagi maka fahirlah anggaran pendapatan
dan belanja daerah”™ (Hasil wawancara pada tanggal 18 Mei 2022),

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tahapan perencanaan yang
dilakukan oleh Kepala Bappeda sudah sesuai dengan afuran yang ada.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrencang) yang dilakukan
dengan berlandaskan asas transparansi, akuntabel, dan partisipatif serla
didorong cleh nilai budaya yang melekat pada difi masing-masing aparat
pemerintah untuk selalu Malempu na Mspaccing dalam mengerakan
seqgala hal

Tahapan kedua yaitu pelaksanaan yang dilakukan oleh bendahara
bappeda. Has# wawancara dengan Bapak Syafriadi selaku bendahara
bappeda:

“Setelan acc di perencanaan baru ke bendahara, dikelola oleh

bendahara. Dana yang diberikan ke pihak ketiga sudah non-tunai

sudah tidak ada pembayaran Wwnal kecuall unluk transport
masyarakal untuk kegiatan-kegiatan masyarakat yang tidak ada

nomaor rekeningnya itu baru bisa dibayar tuna: kalau yang lainnya
non tunai semua” (Hasil wawancara pada tanggal 18 Mei 2022},
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan yaitu pada
tahap pelaksanaan, bendahara hanya berugas dalam pencairan dana
kegiatan yang lelah disetujl pada lahap peréencanaan. Dana yang
diberikan kepada pihak ketiga bersifat non tunai untuk menghindan adanya
penyelewengan. Dana yang diberkan secara tunai hanya kepada
masyarakat vang tidak mamiliki rekening.

Tahapan ketiga yaitu pemerikeaan atau verifikasi yang dilakukan
oleb verifikator bappeda. Hasil wawancara dengan Capak Irsan selaku
vernifikator bappeda.

*Kaiau di Bappeda itu alumya dimulai dar permintaan SPJ terus

disetujui cleh bendahara, masuk ke venfikator, diperiksa dan

ditandatangani oleh kepala Bappeda. Harus diperiksa dengan baik
dan harus kita fihat juga aturan-afuran yang di&eluarkan oleh
pemerintah dan kita harus penksa kambali, telti, periksa satu
persatu jangan sampai ada yang bisa membuat kesalahan, kalau

ada yang seperti itu kita perbaiki terus kita sampaikan kepada
pembuatnya’. (Hasil wawancara pada tanggal 17 Mai 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan yaitu dengan
adanya pemanksaan atau verfikasi sebelum pencairan dana kegiatan yang
dilakukan oleh verfikator, Seluruh dokumen terkait penggunaan dana
diperksa secara telti agar terhindar dari kesalahan dan kecurangan dar
berbagai pihak. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya penerapan nilai
budaya Malempu na Mapsccing mewujedkan asas akuntabel dan
fransparansi

Tahapan terakhir yaitu pertanggungjawaban yang dilakukan secara
keseluruhan untuk mempertanggungawabkan kepada masyarakal tentang
penggunaan anggaran oleh siaff bagian keuangan. Hasil wawancara
dengan Bapak Irwan selaku staff keuangan yang bertugas membuat dan

menyetor laporan keuangan:
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“Kalau sistematikanya itukan dan perencanaan dulu apa namanya,
pembuatan SPJ nya nanti dl sistemn itu kita input, ada istilahmya SPJ
draft, dari SFJ draft itu dibuat SPP, SPP ke SPM terus terbit SP2D
nah nanti diaplikasi tu masing-masing ada. Kalau untuk SP20D nya
iu masuk di LRA (laporan realisasi anggaran), ada juga namanya
LD (Laporan Operasional), laporan perubahan kas dia masuk juga
di neraca seperti itu jadinya ada juga namanya BKU, ada juga
namanya fungsional dan buku pajak tap kalau yang secara umum
ada LRA, LO, Neraca® (Hasil wawancara pada tanggal 19 Mei
2022).

Selain itu, dungkapkan oleh Bapak Syafriad selaku bendahara

mengenai peranggung jawaban yang dilakukan di bappeda yaitu

“halau sudeh selesai kegiaten ada namanya laporan keuangan
samesteran dan lahunan, laporan keuanga SKPD kemudian
digabwung menjadi laporan keuangan Kota Parepare”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa
pertanggung jawaban yang dilakukan berupa pembuatan laporan keuangan,
Hal tersebut dilakukan selain sebagal kewaljiban setiap bulan atau tahun juga
sebagai bukli bahwa tidak adanya tindak kecurangan oleh aparat instanst
dan tetap mematuni aturan yang telah ditetapkan,

Mamun, saatl ini banyak aparat pemeriniahan tidak menarapkan
aturan sebagaimana mestinga karena menganggap aturan fersebut hdak
mengikat mereka. Kejadian tersebut membuktikan bahwa aturan
pemerintah tdak sepenuhnya dapat mengontrol setiap tindakan aparatur
Maka dan itu, diperlukan pananaman nilal budaya Malempy na Mapaccing
serta mengaplikasikannya dalam setiap tindakan yang mereka lakukan,
Sebagimana yang diungkapkan cleh Bapak Syafriadi selaku bendahara
Bappeda:

“Walau untuk dibendahara malampu na mapaceing itu artinya tetap

menjalani aturan yang berlaku, tidak menyeleweng, sehingga tidak

ada temuan yang terjadi. Malernpuy artinya lurus, mapaccing bersih”
(Hasi wawancara pada tanggal 16 Mei 2022).
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Menurut Bapak Irsan selaku verifikator Bappeda tentang falsafah
Malempou na Mapaccing yaitu:

"Malempu arinya lurus, mapaccing bersih, kalau untuk venfikator

itu bahkan harus lebih bisa jujur bisa kebih bersih kama inti dan SPJ

bisa diajukan itu ada di verifikator”. (Hasil wawancara pada tanggal
17 Mei 2022),

Sedangkan menurut Bapak Irwan Selaku siaff keuangan yang
bertugas membuat laparan keuangan yaitu:

“Wita sebagal aparal yang berugas mengelola ksuangan harus

punya iman yang kuat apalagi banyak sekal gedaan, menuru! saya

sekiranva sangat bagus kita terapkan dan tanarnkan dalam diri nilai

Malempu na Mapaccing artinya kita mamang harus akuntabel terus

laporannya betul-betul tidak asal dibuat, betul-betul sesual dengan

apa yang kita sajkan seperti Au terus tidak ada permainan-
permainan harus sesuai dengan dokumen asli. Dan sangat sesuai
diterapkan disini apalagi di bagian keuangan”.

Penjelasan informan tersebut menjelaskan bahwa dalam mangelola
keuangan diperlukan iman yang kuat agar terhindar dari perilaku tidak
terpujl karena yang dapat mencegahl hal itu adalah din kita sendn maka
pencegahannya pun ditakukan atas kemauan pribadi. Pencegahannya
dapal dilakukan dengan mengaplkasikan nila budaya “Malempu na
Mapaccing”, mermpakan nilai budaya yang dijunjung tinggl oleh masyarakat
suku Bugis. Budaya tersebut harus diterapkan di setiap instansi tedabih
bagi instansi yang mengelola keuangan agar pengelolaannya dapat terarah
dan dilakukan secara jujur dan barsih Menjadikan falsafah Malempd na
Mapaccing sebagai pondasi utama seliap individu dalam melakukan
sesuatu agar kegiatan tersebut dapat beralan dengan baik,

Hubungan nilal budaya Malempu na Mapaccing dalam penyusunan
laporan keuangan sektor publik

Seorang pemimpin atau aparat dituntut untuk memifiki kualitas yang

tidak terplsahkan antara satu dengan yang lainnya. Kualitas itu terungkap
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dalam ungkapan Bugis:

‘Malempu na Mapaccing: jujuniuns fagi bersif”

Ungakapan tersebut menjelaskan bahwa dalam mengeiola
keuangan harus disertai dengan kejujuran dan hati yang bersih, Kejujuran
dan kebersihan hati tidak dapat dipisahkan, karena apabila sesorang telah
menanamkan sifat kejujuran dalam dirinya, maka hatinga akan menjadi
bersih. Orang yang tidak menanamkan nifai tersebut dapat terjerumus
dalam perbuatan tercela Selain itu, diungkapkan pula dalarm salah satu

pepatah bugis:

“Tuhiwy angooloma ahmmm aja’ muammenssayangnogl 6o jae
padammy rupa tau, nasaba mattentul ko matt’ nareweki jana, apa’
rivrungenngngi flu gau' madecenngnge nali maja'e nade’sa
nartuungngen ali madecengnge r gau' maja'e. Naiya fal maja
kaleng alie tettu'imun fana’
Artinya:

“Jagalah arah hatimu Jangan menghajatkan yang tdak baik
terhadap sesama manusia, sebab kelak dikemudian narl akan
mensrima balasan yang sama, karena lindakan atay perbuatan

yang bailk akan terpengaruh oleh perbuatan puruk. Drang yang
bersikap buruk akibalnya akan sampai pada keturunannya
keburukan itu”,

Kutipan fersebut menjelaskan bahwa seseorang harus mamelihara
hatinya. Setiap orang ditekankan agar selaiu memiliki niat bak kepada
sesama manusia. Dengan memelihara hati agar tetap jujur dan bersih
dapat mencegah terjadinya kecurangan sehingga dapat dihasilkan laporan
keuangan yang berkualitas. Sesuai dengan hasil wawancara dengan
Bapak Irwan selaku staff keuangan yang bertugas membuat |aporan
keuangan Bappeda

“Malempu na Mapaccing harus diterapkan dan  diaplikasikan

salama mengelola keuangan bahkan dalam kegiatan apapun #u,

saya sebagal aparal yang berfugas membuat laporan keuangan
juga menerapkan falsafah tersebut demi menjaga kepercayaan
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masyarakat dengan cara ya membuat laporan sasual dengan
kenyataan yang terjadi di lapangan, sesuai dokumen dan nota-nota
yang ada tanpa ada dikurangi atau dilebihkan®. (Hasil wawancara
pada tanggal 19 Mei 2022).

Bapak Syafriad| selaku bendahara Bappada juga mengungkapkan
meng=na penerapan falsafah Malempu na Mapaccing;

"Hubungannya falsafah Malempu na Mapaccing dengan laporan
keuangan itu sangat penting sebenarnya untuk bendahara karena
kapan bendahara tidak menerapkan Malempu na Mapaccing maka
bisa bahaya akibatnya, sudah banyak apalagi bendahara parepare
sudah ada dua crang yang pemah bermasalah, bisa jadi pejaran
bual kami sebagal bendahara agar kedepannva tidak mengikuti
bendahara yang bermmasalah tersebul dengan mewujudkan
falsafah Malempu na Mapaccing bagus juga itu, lurus, jujur dan
bersth” (Hasil wawancara pada tanggal 16 Met 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebul menjelaskan secara tidak
langsung bahwa aparat Bappada mamprioritaskan perlaku Maiempu na
Mapaccing dalam melakukan segala sesuatu. Hasil pemeriksaan oleh
inspektoral mengeluarkan opini wa@r tanpa pengecualian (WTP). Hal
tersebut merandakan bahwa laporan keuangan instansi Bappeda memang
telah dibuat sesual dengan aturan tanpa ada penyelewengan amanah,
Oleh karena itu, falsafah Malempu na Mapaccing berperan paniing dalam
pencegahan kecuranpan yang kadang dilakukan oleh pengealola keuangan
khususnya bandahara.

Tabel 4 3 Rekapifiulaso Indikator Penarapan Konsep Malempu na Mapaccing

Konsep lalkutce Teori Pelaksanaan | Keterangan
Heberhaszilan
Menurut Mehmud (&nilka, | PanyusiunEn
Malemioi 2020} skuntabiliies publik | laporan
n& Akurtabllitas T ety Jean RaLangAn SesualTerlaksana
| pamegang amanah uniuk | dibuat sesuai
Mapaccing memperianggungjawabkan, | dengan
menyajikan, melaporkan, | pedoman dan
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Konsep | Imdikater Teori Pelaksanaan | Keterangan
Keberhasilan
dan mengungkapkan guran yang
seqala aktivitas dan ada
kegiatan yang menjadi Bappeda Kota
tanggung@awab kepada | Parepare
pihak pemberi amanah mendapatkan
yang memiliki hak dan | Opini Waiar
kewajiban untuk memmita | Tanpa SesugiTerlaksans
pertanggung@mwaban | Pepgecuslian
tersebut. | (WTP) sejak
2021
Berkurangnya
k35uS kOUPS! | gocijaiTerlaksana
o lingeup
SKPD
Tidak
ditemukan
tindak
kecurangan di
lngkup SesualTerlaksana
Bappeda
berdasarkan
Femenksaan
inspektorat
Menurut Tahir (2014) | Adanya )
fransparansi marupakan | publikasi
prinsip yang menjamin : terhadap
akses atau kebebasan bagl | laporan yang
Transparansi selap orang untuk tekah dibuat SesuaiTerlaksana
memperaleh informasi | yang dapat di

tentang peryelenggaraan i gkses melalui
pemenntahan, yakni | wehb resmi
informasi ienfang

Bappada Kota




Konsep bl ety Teori Pelaksanaan  Keterangan

Kebarhasilan

kebifakan, proses Parapars
pembuatan dan vamparan 6}

pelaksanaannya, Adanya

| penielasan
terhadap
tindakan yang
dilakukan
yang dapat di | SesualTeriaksana
akees maelaiu
| | wep resml |
Parepare
{lampiran B)

Meningkatnya |
kEparcayzan
puiblik
iecag SesuaiTerlaksana
pengelolaan
keuangan
Bappeda Kota
| Farapara

C. Pembahasan

Pengelolaan keuangan sektor publlk harus bersifat akumtabel dan
transparan sebagai bukti bahwa pengelolaan keuangan dilaksanakan sesua
dangan aturan dan pedoman yang telah ditetapkan. Pedoman pengelolaan
keuangan Bappeda Kota Parepare dialur dalam Peraturan Menteri
Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformas| Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1989 tentang Akuntabiltas

Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan hal tersebut, aparal Bappeda Kota




Parepare telah melaksanakan amanahnya dalam mengelola keuangan dan
dipartanggungjawabkan dengan baik.

Pedoman pengelolasn laporan keuangan Bappeda Kota Parepare
memiliki empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, verifikasi atau
pemeriksaan, dan pertanggungjewaban. Tahapan perencanaan diawal
dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) oleh Kepala
Bappeda bersama dengan Wallketa dan DPRD dengan melibatkan
masyarakat.

Tahapan sedua yaitlu pelaksanaan dilakukan cleh bendahara
Bappeda yang bertugas dafam pencairan dana kegiatan yang telah disetujui
selama Musranbang, Fencairan dana yang dilkukan oleh bendahara bersifal
nan-tunal, hal tersebut bertujuan untuk menghindan adanya penyelewengan
oleh bendahara. Pemberian dana secara tunal hanya dilakukan pada keadaan
tartentu seperti pencairan dana pada masyarakat yang ticdak memiiki akun
bank.

Tahapan kstiga yaitu verifikasi atau pemeriksaan cleh vesifikator. Pada
tahapan inl, venfikator Bappeda bertugas memeriksa bukhi penggunaan dana
sebelum dilakukan pencairan dana o'eh bendahara. Bukti penggunaan dana
dibuat dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yaitu bukti surat yang
bensi sdministrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan hasi
realisasi kegiatan. Seluruh dokumen diperksa secara teliti sehingga terhindar
dan tindak kecurangan,

Tahapan keempat yaitu peranggungjawaban berupa pembuatan
laporan keuangan oleh staf keuangan. Pembuatan laporan keuangan di

Bappeda dilakukan setiap bulan dan tahun. Hal tersebut berfujuan untuk
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memperanggungawabkan penggunaan dana kegiatan dan membukbikan
bahwa tidak terjadi penyelewengan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal
tersebut seluruh tahapan telah dilaksanakan oleh aparat dengan
beriandaskan asas akuntabel dan tansparansi serta didukung oleh nilai
budaya dan diri masing-masing untuk selaly barsikap Malempu na Mapaccing
{jujur dan bersi) dalam menjalankan amanah,

Aparat yang menerapkan falzafah Malempu na Mapaccing dalam
mengelcla keuangan akan mampu mengontral din agar tidak melakukan
kesalaban yang dapat merugikan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan
hasil penefitian yang dilakukan oleh Syafidayan| (2018) yang menjalaskan
balwa aparal periu menerspkan nilal Malempu na Mapaccing dalam
berakiivitas sebab hal tersebut mencerminkan tindakan yang mereka akukan
pada saat berinleraksi dan dapat menghindari perilaku yvang lidak etis
sehingga sefalan dan mewujudkan teon etika pada setiap irteraksi parat.

Falsafah Malempu na Mapaccing memiliki kaltan yang eral dengan
asas akuntabiltas dan frarsparansi, Asas tersebul dwgunakan dalam
mengukur keberhasilan panerapan falsafah Malempy na Mapaccing. Menurut
Mahmudi (Antika af al, 2020) akuniabiltas publik merupakan kewajiban
pemegang amanah untuk mempernanggungjawabkan, menyajikan,
melaporkan, dan mengungkapkan segala akiivitas dan kegiatan yang menjadi
tanggungjawab kepada pihak pember amanah yang memilki hak dan
kewajban unfuk meminta pertanggungjawaban tersebut, sehingga tidak
ditemukan adanya tindak kecurangan atau penyelewengan,

Berdasarkan teor tersebut Yang berkaitan dengan

pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengungkapan aktivitas. Bappeda Kota
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Parepare mengaplikasikannilai Malempu na Mapaccing dalam mengelola
keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena
laporan tersebut dikelola dengan jujur dan bersth. Sejak tahun 2015-2021
setelah inspektorat melakukan pemerksaan terhadap laporan keuangan
Bappeda Kota Parepare, tidak ditemukan adanya sesuatu yang mecurigakan
atau salah saji sehingga |apcran keuangan yang dihasilkan berkulitas dan
andal. Selama enam fahun Bappeda Kota Parepare mendapat Opini Wajar
Tanpa Pengecuaian (WTP} sebagal bukti bahwa laporan keuangan yang
dibuat tidak ditemukan kecurangan atau penyelewengan terhadap anggaran
daerah.

Indikator lain yaitu transparansi, menurut Tahir (2014) transparansi
merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang
untuk mempercieh informasi tenfang penyelenggaraan pemerintahan, yakm
infformasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya
Berdasarkan teor tersebut yang berkaitan dengan akses bagi sefiap orang
untuk memperoleh informasi. Bappeda Kota Parepare talsh memberikan
akses kepada publik untuk mendapatkan informasi terkain Laporan Kinerja
Instansi Pemarintahan (LkjP) Pengukuran Kineja, Perjanjian Kinerja, dan
Rencana Aksi Bappeda yang dapat diakses melalui websile resmi Bappeda
Kota Parepare. Selain #u, Bappeda juga melibalkan masyarakat dalam
Musrenbang Kelurahan sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah
semakin menmakat.

Penerapan asas akuniabilitas dan transparansi oleh Bappada Kota
Parepare membuktkan bahwa instansi telah menerapkan nilai budaya

Maiempu na Mapaccing. Aparat yang mengelols keuangan harus memiliki




karakier yang baik, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Aparat Bappeda Kota
Parapare dalam mealakukan aktivitas dan tanggungiawab selalu menanambkan
dalam difnya nilai Malempu na Mapaccing yaitu perilaku jujur dan bersih
dalam mengelola keuangan, sebab uang yang dikelola bukantah jumiah
sedikit dan dapat berakibat fatal jika terjasi kesalahan dalam pengelolaannya,
Cleh karena itu dihasilkan laporan keuvanngan yang bersih dan berkualitas
serta terbebas dar kecurangan.

Tindak kecurangan yang kadang dilakukan oleh aparat pamenntahan
masih marak tensdi hingga saat ini. Beberapa bendahara bahkan kepala
daerah ditangkap oleh BPK akibat tindak kecurangan dalam menpelela
keuangan yang merugikan negara dan masyarakat. Maka berpernlaku
Malempu na Mapacoing merupakan cara yang tepal untuk diterapkan dalam
mengelola keuangan selain mematuhi aturan dan pedaman yang lelah
ditetapkan. Malempu na Mapaccing berguna dalam menekan tndak
penyelewengan yang dapat merugikan din sendii dan masyarakat Oleh
karena itz dalam mengelcla keuangan, peran Malempu na Magaceng sangat
berpengaruh untuk menghasikan laporan keuangan yang berkualitas dan
andal.
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BABV
PENUTUP

. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapal
disimpulkan Malempu besarti jujur sedangkan Mapaccing berarti bersih.
Malempu na Mapaccing dapat diardikan kejujuran dan kebersihan hati yang
merjadi benteng bagi din dalam malakukan setiap aktivitas. Dalam konteks
pemerntahan, Malempu na Mapaccing berari melaksanakan amanah
dengan baik sesual dengan aturan dan pedoman demi kesejahteraan
masyarakal.

Selain i, nilal budaya Malempu na Mapaccing sangat berperan
penting dalam pengelolaan laparan keuangan. Aparat Bappeda telah
melakukan pengeiclaan kevangan sesual dengan penanaman miial budaya
secara tidak langsung te'ah memiliki karakier jujur dan bersih. Dengan ini
Bappeds Kota Parepare dapst menghasikan laporan keuangan yang
berkualitas dan bebas dar panyelewangan.

Saran

1, Uniuk Kanlor Bappada Kota Parepars diharapkan uniuk terus
meningkatkan kualitas psngelolaan keuangan dan tahun ke tahun agar
menjadi isntansi dengan sistem pengelslaan yang terbaik dan opini WTP
dapal dipertahankan.

2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk manganalisis varabel bebas
yang memungkinkan adanya pengaruh terhadap penyusunan laporarn

keuangan,
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Lampiran 3. Draft Wawancara
HASIL WAWANCARA

MAMA : BAPAK SYAFRIADI
JABATAN :BENDAHARA BAPPEDA
TANGGAL :168 ME| 2022

1. Bagaimana tapak memaknal profesi bapak sebagai bendahara Bappeda
- Sebagai bendahara ity ia harus beranggung jawab, el tunduk
dengan alassn sesval dengan peraluran yang berfaku dan licak
meyalahl afuran fu sajs.
2. Menurut bapak, bagaimana cara pengelolaan keuangan yang baik?

- Untuk 'sporan kevangan sudah ditelapkan afurannya oleh pemerintah
Kota Parepare dan ifu sudah diiaksanakan dan menurul saya i sudah
cukup bagus apalagli eh sudah berlakunya transaksi non-tunai fadi
bendahara sudah tidak periu mermegang vang tunai lagi, fahun ini
pelaporan juga sudah ada aphkasi yang disiapkan sehinggs
memudahkan bendahara membual laporan bulanan atau tahunan

3. Apakah laporan keuangan masih dalam bentuk hardcopy?
- Masih tetap ada hardcopy tetapi untuk fampiran sudsh menggunakan
aplikasi
4 Apakah bapak tau apa itu Malempu na Mapaccing?
- Tau, lurus dan dan bersii
5. Bagamana bapak memahami falsafah Malempu na Mapaceing?

- Kalau untuk dibendahara malempu na mapaccing itu arfinya telap e
tefap menfalani aturan yang beraku, tidak menyeieweng, sehingga
tidak ada temuan yang tegadi. Malempu arfinga lurus, mapaccing
barsih. Dan athamdulilah bappeda sudah ee selama says bendahara
tidak pemah ada ternuan, sudah lima tahun lidak permah ada temuan
yang barart

6. Menuru bapak bagaimana penerapan falsafah malempu na mapaccing
dalam pengelolaan laporan keuangan?
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- Iya, sangat bak karena termasuk dalam prinsyp bendahars yaitu

malermou na mapaccing, bersih dan anu foh jujur
7. Mengenai pedoman laporan keuangan apakah berlaku secara keseluruhan

di semua kantor?

- Dar kota parepare eh ya untuk keseluruhan SKPD yang ad dof Kota
FParepare, eh semua pedomannya ity sama

B. Bagaimana bapak melakukan pengelolaan laporan keuangan, dimulai dari
perencanaan hingga partanggungjawabannya?y

- Kalau perencanaannya oh kan ada masing-masing bagiannya,
perencanaan fadi pak syarifullah uniuk wrusan peqencanaan ee kalau
saya untuk wrusan pergeluaran  mol dan penerimaan  dana
persediaan sampal perdanggung  jawaban dan iy semua ada
aplikasinya, aplikasi SIPD namanya

9. Bagaimana alur pengeluran dana Bappeda?

- Untuk perencanaan du, bappeda #u umuk kola pampare @8 umiuk
anggarannya ada dibfang DPA flu menfadi any ee acuan uniuk
melakzanakan kegiatan, eh setelah ace doi perencanaan bam ke
bendahara, dikelola cieh bendahara. Dana yang dibankan ke pihak
ketiga ee sudah non-tunai sudsh bidek ada pembayarsn lunei se
kecoall upfuk  franspord  masyerakal unluk  kegialan-kegiatan
masyarakal yvang lidak ada nomor rekeningnya flu bavd bisa dibayar
tunai kalau yang lannya non tunel semua

10. Bagaimana bapak mewujudkan asas-asas Keuangan?

- Ee itu tadi yang saya bilang tetap berpedoman kepada aluran yang
beriaku dan fdak melakukan penyelewengan sesual anu undang-
undang dan sturan yang dibuaf kalsu v sudah dipegang insya Allah
tidak ada temuan

11. Bagaimana alur pertanggungjawaban laporan keuangan?
Ee kalsu sudah selesal kegialen ada namanya laporan keuangan
semesleran dan lahunan, taporan keuanga SKFLD kemudian digabung

menjadi iaporan keuangan kola pargpare
12. Menuru! bapak, bagaimana hubungan antara falsafah Malempu na

Mapaccing dengan pengelolaan keuangan?
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Ee hubungannya falsafah malempu na mapaccitg dengan laporan
keuangan ity ee sangal penting sebenamya untuk bendahara karena
kapan bendahara lidak menerapkan malempu na mapaccing maka
biza bahaya akibetnys, sudah benyek apelagl bendahara parepare
sudah ada dua orang yang pemah bermasalah toli bisa jadi pejaran
bual kami sebagal bendahara agaw kedepannya tidak mengikull ee
bendahara yang bemmasalah tersebul, iy mi dengan mewujudkan
faisatah malempy namajuamn bagus juga Hu, lurus, jujur dan barsih
13. Bapak sudah berapa lama menjabat cebagai bendahara?
- Saya menjadi bendahara sejak tahun 2015, berarti sudah tujut tahun
i
14 Apakah ada periode pergantian bendahara?
- Tidak ada, lerus menerus
15. Bagaimana bapak sebagai bendahara meminimalisir adanya kesalahan
hitung dalam pembuatan laporan keuangan?

- Unluk meminimalisir kesalahan hitung pada laporan kevangan dengan
cara momeriksa kembali setelah es peencanaan ec fotalnys difnpuf
diperikse kembali ssbelwn dimasukken o delarm sistem apalagl
sekarang kan setelah jadi laporan keuangan ads lsgi pemenksaan dar
akimtansi juga ada pemenksaan dan inspekioral kalaw ada yang salah
hisa diperbath i,

16. Apakah ada pengecekan dari Kota Parepara?

- Ada tiap bulan, iya dan keuangan dan inspektoral ada anunya, ya rutin

dan sudah memang salgasnya ditugaskan
17. Selama menjadi bendahara apakah pernah teradi kecurangan yang
dilakukan oleh pagawai?

- Kalay bappeds athamduiiiah lidak ada, ya selama says menjaol
bendahara
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HASIL WAWANCARA

NAMA : BAPAK IRSAN
JABATAN :VERIFIKATOR BAPPEDA
TANGGAL :17 MEI 2022

1. Bagaimana bapak memaknai profesi bapak sebagai verifikator bappeda?

- Eh kalaw verifikator ya harus teliti harus telifi dengan berkas yang ada
yang diajukan sama bendahara, PPTK kita frarus lebih bisa memeriksa
dengan balk jangan sampal ada yang terewal dan salah ee yang
seperti ity ka kembalikan fagi kepada e pembualnya.

2. Apa yang bapak ketahui \entang falsafah Malempu na Mapaccing?

- Ee ya minp dengan bendahara fadi es Malempu arbnya lurus
mapaceing bersh, kafau unluk vanfikator fu bafkar harus fedifi bisa
Jujur biza lebit bersih karna ee inli dari anu @ SPJ bisa diajukan #u ada
di verifikator,

3. Bagaimana bapak melakukan tugas sebagai verifikator?

- Ya e harus diperfksa dengan haik dan hams kita ihat juga e aluran-
aluran yang dikeluarkan oeh pemerntah dai kits hamus perksa
kemball, teit, periksa salu persaty jangan sampai ada yang e hisa
mambual kesalahan, kalay ada yang sepert ifu kita perbaiki, ferus kita
sampaikan kepads pambuatnya.

4. Dalam pelaksanaan tugas sebaga verifiketor apakah punya pedoman
tersendin?

- lya e felap ada pedoman yang e dikeluarkan ofeh pamenntah kola
dalam hal ini blazanya daf keuangan, sudah lerpernnc tala cara
pengelolaannya.

5. Menurut bapak, apakah falsafah Malempu ne Mapaccing cocok diterapkan
dalam pelasksanaan tugas verifikator?

- Sangal cocok dan harus memang karena prinsipnya kan malempu na
mapacecing, € lurus dan bersih, jadi kalau kita tidak menerapkannya
maka akan banyak kesalahan yang tenadi

6. Bagaimana bapak mewujudkan asas-asas keuangan sebagal vertfikator?
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- Kita harus ee mengkuli pedoman yang ee yang dikeluarkan oieh
permerintah dan harus telfap berkoordinasi dengan pimpinan yaiu
kepala Bappeda

7. Menurut bapak, bagaimana alur keuangan di Bappeda?

-  Kalau di Bappeda itu alumya dimulal dar permintaan 5FJ ee ferus
dizsehujui oleh bendsharay masuk ke venfikalor, dipenksa dan
ditandatangani oleh kepala Bappeda .

8. SPJ kalau di Bappeda 'tu seperti apa pak?
SPJ ifu permintaan pembovaran selelsh vangnya dikelusrkan oieh
bendahara, ganti uangnya. Jadi dilakukan dulu kegiatan baru minta
ganti uangrys Dendahare Yelvarkan uang dult, tents ajiukan berkas
untuk digant vangnya.
9. Menurul bapak, apakah Kantor Bappeda sudah menjunjung nilal
integritas?

- Ya menurut saya bappeda sudah menjunjung tingg! nilai integritas
sebagai contoh bappeda athamdulilah tidak pernah di dapal tamuan,
belurnr pamah ada masaiah

10 Bagaimana cara bapak mengimplementasikan nilai falsafah Malempu na

Mapaccing

- Falsafah malempu na mapaccing infkan sanget bagus cilerapkan of
dalarn kehidupan, arinyakan jujur dan bersif kita bisa jadikan prinsip
untuk tetap jujur walaupun bukan dalam hal pekenaan, kita fidak akan
malakukan kesalahan agabila kita renerapkan prinsia jufur

70




HASIL WAWANCARA

NAMA : BAPAK SYARIFULLAH
JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
TANGGAL : 18 MEI 2022

1. Bagaimana alur perencanaan di Sappeday

Kalau perencenaan di bappeda ilu lerkail dengan perencanaan daeraf,
fadi tukan untuk menyusun perencanaan penganggaran daerah ity ada
aturannya vang mengatur kifa jadi Kelau khusus perencanaan itu ai arur
daiam Pemda 86 Tahun 2017, fadi tahapaninya itu kita mulal dengan ee
RKPD, penyusunan anggaran awal REKPD ity paralel dengan SKPD
Juga menyvusun rancangan awal RKPD, fadl fiu disusun secara paralel
selelah ilu ditetapkan mi rancangan RKPD seleiah itw ada nanii
rancangan akhir RKPD, berbarengan dengan itu SKFD juga menyusun
ranvangan akiir renja SKPD selelah tu RKPD ol =ahken rmelalui
pertermuran walikota, renja RKPD jugs di sahkan melalid sural
keputusan walikota, sefelah itu tahan anggaran masuk jadi RKFD ity
ee masuk es penyusunan kebijakan umum anggaran APBD, fu
disusun secara paralel juga nanti fu akan diadakan diskusi dengan
SKFD, kermudian sefelah rancangannya jadi maka dibawa ke DPRD
untuk dibahas bersama kalau disefujui maka ditande tanganiah nota
kesapakatan antara DPRD dengan eksekullf lerkait dengan kebiakarn
umum anggaran, kalau ity sudah jadi maka dilanfutkan ke rancangan
APBD, dibahas lagi di DPRD, disusun RAK nya DPA nya setslah ity
kalau disstujui lagl maka lahirah anggaran pendapatan dan belanja
daerah. Untuk memutuskan program Kkegiatan yang akan kita
laksanakan yang kita masukkan df RKPLD kita berdasar pada RKPMD
kalau lingkat SKPD berasal dan resira, jadi proyek-proyex yang
dikegakan ifu memang sudah direncanakan lima tahun sebelummnya,
jadikan seliap awal perfods walikola waib menyusun RPJIMD, kalau
SKPD wajib menyusun rencans strafegis untuk 5 tahun, jedi tidak boleh
ada program kegiatan yang kita kerfakan df RKPD lapi tidak ada o
RPJMD, lidak boleh harus ada.
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2. Jadi apa paran bendahara selama parencanaan pak?

-

Ee& kalau bendahara dia tidak terfibal dalam pelaksanaan perencanaan
keguatan, dia hanya ledibat saal pencairan Kewsanganiya, percansr
kevangannya. Jadi disini ada istiahnya PPTK itulah yang berdanggung
Jawab tersdap pelaksanaan kegiatan of bawahnya, fadi fidak ada
keterlibatan bendshera disitu, nanti kita ferfibat dengan bendahara
dizaaf kita pencairan anggarannya rmsaliya anggaran keglatan ingin
dicairkan maka dibikin SPJ nya dan diverifikasi oleh verifikator kemudia
fka sudah lengkap dibarkan ke bendahara untuk dibwa ke bagian
kewangan, nanli kalsuy sodah cair, bendahars akan langsung
mentransfer ke rakening pihak ketiye stau ke rekening PPTK

3. Bagaimana dengan pembuatan laporan keuangannya pak?
- Jadi yang buat laporan keuangannya juga beda orang, kafau laporan

keuangan pak iwan, verifikator pak irsan, jadi bendahara terbalas
keleribatannya, masing-masing oreng ada tugasnya Pencairan
anggran juya ada lahapannya dek, dibvat dulu surat SPJ lalu dicek oleh
verfikator apakah sudah sesuai lalu akan dicarkan dananya oleh
bendahara.
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HASIL WAWANCARA

NAMA : BAPAK IRWAN
JABATAN : STAF KEUANGAN BAPPEDA
TANGGAL 19 MEI 2022

1. Bagamana alur pembuatan laporan keuangan di Bappeda?

=

Kalau sistematikanya itukan dan perencanaan duiu apa namanya,
pembuatan SPJ aya nantl di sistem [tu kita iput, ada istishnya SPJ
draft, dan SPJ draft ifu dibual SFF, SPP ke SPM terus lerbit SP2D nah
ranlil digplikas! oy masing-mesing ada. Kalau uituk SP2D nya itu
masuk of L RA {laporan realisasi anggaran), ada juga hamanya LO
(Laporan Operasional), laporan perubahan kas dia masuk juga of
narace seperti fiu jadinya ads jugs nemanya BKU, ada jugs namanya
fungsienal, buku pajak, tu semua yang masuk salu anw, lapi kalau yang
Secara ummurm ada LRA, LO, Neraca.

2 Bagaimana pendapat bapak menganai falsafah Malempu na Mapaccing?

kita sebagai aparal yang berfugas mengeiola keuangan haris punya
iman yang kuat apalagi banyak sekali godaan, menun.t saya sekiranya
sangal bagus kita lorapkan dan tanamkan dalam diri nilai Malempu na
Mapaccing arfinya kita memang harus akunfabel terus laporaniyd
batul-betul tidak asal dibua! betul-belu! sesuai dengan apa yang kita
sajikan seperti fu terus tidak ada permanan-permamnan hans sesugar
dengan dokumen asli, Dan sangsf sesus diterapkan disini apalagy di
bagian keuangan.

3. Bagaimana bapak menerapkan falsafah Malempu na Mapaccing?

Malempu na Mapacecing harus diterapkan dan diapiikasikan selama
mangelola kevanga bahkan dalam kegiatan apapun ifu, saya sebagai
aparal yang berdugas membual laporan keuangan juga menarapkan
falzafah tersebut demi menjaga kKepercayaan masyarakal dengan cara
ya membual laporan Ssesual dengan kenyalaan yang tafadi of
lapangan, sesuai dokumen dan nofa-note yang ada tanpa ada
dikurangi atau dilebibkan.
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. Bagaimana cara bapak meminimabsisr kesalahan hitung pada saat

pembuatan laporan keuangan?

Saya kira kalau halfal yang seperti {fu ya ferganfung dengan
pembuatnya, apalagi ada tahapan itu yang harus difewali ads
divarfikasi kalaw memang sudsh sesual dengan kelengkapannys,
kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan kan tu bisa disuruh uriuk
diparbaiki lagi artinga betul-batul ini kifa maeminimalisic kesalahan yang
bisa jadi temuan olell pamernksa

. Kesultan yang bapak hadapi selama pembaatan laperan keuangan?

Kalau kesuitan sh pasti ada karena kita kan sekrang menggunakar
aplikasi harus menggunakan vafi, 2orver juga

. Bagaimana bapak mewujudkan asas-asas keuangan?

Ya dengan mencgikul aturan yang felah ditetapkan, uang yang kami
gunekan adsial, amanah vang diberkan fadi harus digunakan den
dipertanggungiawabkan dengan sejujurjujurnya, terebih inspekiora
Kola Parepars selsiy melsksanakan pemenksaan sstiap bulan di
semua SKFD

. Bagaimana alur pengguraan dana Bappeda?

Seperti fadi yang saya sampaikan, duv ada lahepannys dan PTTK
disampaikan ke verifikator fu diperksa semua kelengkapan dekumen
apa sudah sesuai, sudah iengkap, nanli kalau sudah i verifikasi eda
namanya pejabat panatapan kewangan mebhal apa hatul sudah sasual
dengan datanya itwiah yang diproses di benoahara dan mest di input
lagi dibuatkan laporan, disitu sefewah dinpul dulah ada namanya berkas
umum, fungsional ferus ada namanya nevac. Bagian saya itu proses
terakhimya.

74




Lampiran 4. Dokumentasi

s




gt e s ewl SR T RS med e L
e A Lo A i, LT
P ———— R e ]
R s

ity oy ok sl v il § A i §
g eand ekl B T

g iy T i
sy pperesisl sT ek run gk W wh
e | A el il - s g —
A

i}




Lampiran §. Publikasi Bappeda Kota Parepare

DOWNILOAD

Ik

I\

7




Lampiran 6. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Bappeda

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dar Kerupsi, Kolusi dan Nepotismea
Undang-Undang Momer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
d. Undang-Undang Nomar 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Ferundang-undangan

Undang-Uindang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola
dan Tanggung [awab Keuangan Negara

Undang-Undang Momor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

Lindang-Undang Nomar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
Undang-Undang Nomar 33 Tahun 2004 teniang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemanntah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Peraturan Pemenntah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Ferwakilan
Rakyat Dasrah

Peraturan Pemerntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
K.euangan Badan Layanan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005tentang Sistem Informasi
Keucangan Daesrah

Paraturan Pemenntah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daserah

Peraturan Pemerntah Momor 65 Tahun 2005 tentang Padoman
Panyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penysienggaraan Pemerintahan
Daarah
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Peraturan Pemenntah Mamor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan,

Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

. Peraturan Walikota Parepare Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
20189,

. Peraturan Walkota Parepare Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemarntah Kota Parepare,

. Peraturan Walkota Parepare Nomar 28 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Wallkola Parepare Nomor 42 Tahun 2014 Tentang
Kebijakan Akuntans: Pemerintah Kota Parepare,

. Peraturan Walikota Parepare Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Walikola Parepare Nomor 42 Tahun 2014 Tentang
Kehijakan Akuntansi Pemenntah Kota Parepare.
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BIOGRAFI PENULIS

AndiHusnul Khatimah Amin yang lebih akrab disapa Husnul.
Lahir pada fanggal 17 April 1998 dari pasangan suami istn
Beddu Amin, S.Pd dan Andi Marhamah Bakri, S.Pd di sebuah
desa bernama Desa Loppong Kecamatan Anabanua
Kabupaten Wajo. Merupakan anak pertama dari Ima
bersaudara, Penulis mulal menjajaki dunia pendidikan di TK
Pertiwi | Parapare pada umur 5 tlahun, Setelah usal pendidikan
Tk maka dilanjutkan ke lingkat Sekclah Dasar pada tahun 2005-2011 di SDN 33
Parepare selama 6 tahun, Pada tahun 2011-2014 penulbs melanuikan pendidikan
di SMPN 10 Parepare. Pendidkan SMA dilanjutkan di SMAN & Unggulan Parepare
sejak tahun 2014-2017. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan ke
tingkat perguruan tingg epatnya di Universitas Muhammaciyah Makassar,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi, Selama menjadi mahasiswa,
untuk lebin mengembangkan pengetahuan dan memperluas relasi maka penulis
mengikuti organisasi vatu Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Kreativitas limiah
Mahasiswa Penelittan dan Penalaran (UKM LKIM-PENA)

a7




